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KATA  PENGANTAR 
 

 
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan menyusun 

Rencana Strategi yang merupakan dokumen perencanaan OPD yang mengacu pada RPJMD Kabupaten 

Lamongan. 

Renstra ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima 

tahun, mulai Tahun 2016 – 2021 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi  Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.  

Rencana Strategi ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program dan Kegiatan 

yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan dengan mengantisipasi perkembangan 

mendatang. Kami menyadari bahwa  penyusunan Rencana Strategi ini masih banyak kekurangan dan 

kelemahan, oleh karena itu kami menerima kritik, saran dan masukan dari semua pihak guna perbaikan dan 

penyempurnaan penyusunan rencana strategi. 

Sekian dan terima kasih. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa 

Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan yang terdiri dari Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD), Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja OPD (Renja OPD). 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Lamongan  

harus menyusun dokumen perencanaan lima tahunan berupa Rencana Strategis (Renstra) OPD 

yang merupakan pelaksanaan program-program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan merupakan salah satu OPD di Kabupaten 

Lamongan yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 

05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja berpedoman pada 

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan . 

Sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan 

Pemerintahan Daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi maka harus memiliki Renstra 

sebagai dokumen perencanaan OPD dalam kurun waktu 5 tahun. Hal ini sejalan dengan amanat 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 

272 ayat (1), (2) dan (3), menyatakan : 

(1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. 

Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, 

sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi 

setiap Perangkat Daerah. 
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(2) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis 

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian 

sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 

kementerian atau lembaga Pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran 

Pembangunan Nasional. 

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 merupakan 

produk perencanaan pembangunan daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang 

menjadi acuan dalam melaksanaan pelayanan publik, bagi Sekretariat dan 4 (empat) Bidang 

Teknis pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, yang bertumpu pada Visi Bupati 

Lamongan Tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya 

Saing”. 

Secara umum, Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 

berfungsi untuk menjawab pertanyaan menyangkut : 

1. Bagaimana pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan kepada masyarakat dan 

dunia usaha dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; 

2. Bagaimana cara yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan mencapai 

pelayanan terbaik; 

3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Lamongan agar tujuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai. 

Sedangkan secara spesifik, Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 

2016-2021 memiliki fungsi : 

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang 

realistis, konsisten dengan visi, misi, dan tupoksi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan  

dan dalam kerangka waktu sesuai kapasitasnya dalam pengimplementasiannya; 

2. Menerjemahkan arah dan kebijakan Kabupaten Lamongan terkait perkembangan pelayanan 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi 

masyarakat; 

3. Membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana yang disusun oleh Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan; 

4. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis di 

bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang menjadi prioritas pelayanan Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Lamongan; 
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5. Menyediakan dasar (benchmark) untuk mengukur sejauhmana kemajuan untuk mencapai 

tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila 

diperlukan. 

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 

dilakukan melalui beberapa tahapan dan tata cara penyusunan Renstra, sebagaimana Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang terdiri dari : 

1. Tahap Persiapan, yaitu : 

a. Pembentukan Tim Penyusun Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan  Tahun 

2016-2021;  

b. Orientasi dan konsultasi Tim Penyusun Renstra Tahun 2016-2021 ke Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur; 

c. Penyusunan rencana kerja Tim Penyusun dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. 

2. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan  

Tahun 2016-2021, meliputi :  

1) Perumusan rancangan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan  

a. Pengolahan data dan informasi; 

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan ; 

c. Review Renstra Kementerian Ketenagakerjaan dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Propinsi Jawa Timur;  

d. Penelaahan RTRW Kabupaten Lamongan ; 

e. Analisis terhadap dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai 

dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan ; 

f. Perumusan isu-isu strategis; 

g. Perumusan visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan ; 

h. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Lamongan; 

i. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Lamongan ; 

j. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja  Kabupaten 

Lamongan, guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Kabupaten 

Lamongan  yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Lamongan ;  
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k. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan 

pendanaan indikatif selama 5 (lima) Tahun, termasuk lokasi kegiatan;  

l. Perumusan indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan  yang mengacu 

pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lamongan ; dan  

m.  Pelaksanaan forum OPD Kabupaten Lamongan . 

2) Penyajian Rancangan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2016-

2021. 

3. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Tenaga Kerja  Tahun 2016-2021 

a. Penyusunan rancangan akhir dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Lamongan  Tahun 2016-2021; 

b. Penyusunan naskah akademis rancangan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Lamongan Tahun 2016-2021. 

4. Tahap Penetapan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. 

a. Rancangan akhir Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan  Tahun 2016-2021 

disampaikan kepada Kepala Bappeda Lamongan untuk memperoleh pengesahan Kepala 

Daerah; 

b. Rancangan akhir Renstra Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud diverifikasi akhir 

oleh Bappeda Kabupaten Lamongan ; 

c. Bappeda Kabupaten Lamongan  menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra OPD yang 

telah diteliti  melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Bupati Lamongan guna 

memperoleh pengesahan; 

d. Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Daerah.  

e. Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra OPD, kepala Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan  menetapkan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Lamongan Tahun 2016-2021 menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Lamongan  dalam menyusun rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Lamongan  

Berdasarkan uraian di atas, maka penjelasan lebih detail tentang rencana strategis Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dalam penyelenggaran Pembangunanan Ketenagakerjaan 

untuk lima (5) tahun ke depan, dapat dijabarkan dalam bab-bab dan sub-bab di bawah ini. 
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1.2 Landasan Hukum  

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan berdasarkan 

pada: 

1. Undang-Undang RI. Nomor  28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Neopoteisme; 

2. Undang-Undang RI. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 

3. Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

4. Undang-Undang RI. Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

5. Undang-Undang RI Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah; 

6. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005 - 2025; 

7. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian; 

8. Undang-Undang RI. Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta 
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Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi. 

19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2015-2019;  

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan  Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaskanaan Musywarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan  

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan  Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan  Tahun 2011-2031. 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan  Tahun 2005-2025. 

27. Perda Review RPJMD 2016-2021 Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 3 

Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 05 Tahun 2016  tentang Pemebentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan agar Pola Pembangunan yang akan 

dilakukan oleh sebuah instansi dapat dijalankan secara sistematis, teratur, terarah dan 

berkelanjutan dengan memperhatikan faktor-faktor penghambat dan pendukung sehingga dampak 

yang akan terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir dan diantisipasi. 

Sedangkan penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan  Tahun 

2016-2021 adalah untuk menjabarkan secara operasional visi, misi, fokus program Bupati dan 
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Wakil Bupati Kabupaten Lamongan , yang digambarkan ke dalam bentuk program dan kegiatan 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode 

kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan, yaitu Tahun 2016 sampai dengan 

2021. 

Tujuan Perencanaan Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan sebagai berikut: 

1 Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Lamongan selama 5 (lima) tahun, yaitu mulai Tahun 2016 sampai dengan 

2021; 

2 Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat direalisasikan  dalam rangka 

pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) Tahun yang dijabarkan dalam pagu 

anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD 

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.; 

3 Menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Lamongan yang berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lamongan 

Tahun 2016-2021 ; 

4 Menjadi Pedoman Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan 

pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian lima tahun kedepan sehingga 

hasilnya dapat dicapai dan diukur secara komprehensif dan obyektif. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan memahami substansi Renstra, Sistematika Renstra disusun sebagai berikut : 

Executive Summary, pada bagian ini diuraikan tentang intisari substansi dari setiap bagian dari 

Renstra ini . 

Bab. I : Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, 

Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan Renstra Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. 

Bab. II : Gambaran Pelayanan OPD. Pada bagian ini diuraikan tentang Tugas, Fungsi dan 

Struktur Organisasi OPD, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD dan 

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD,  pada Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Lamongan .  

Bab.III  : Isu-Isu Strategis. Pada bagian ini diuraikan tentang Identifikasi Permasalahan 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD, Telaahan Visi, Misi dan Program 

Kepala Daerah, Telaahan Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian 
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Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, Telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Telaahan 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis. 

Bab. IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan. Pada bab ini diuraikan tentang 

Visi dan Misi OPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah OPD serta Strategi dan 

Kebijakan OPD. 

Bab. V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok   Sasaran dan 

Pendanaan Indikatif. Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, 

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. 

Bab. VI : Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. Pada 

bab ini diuraikan tentang Indikator Kinerja OPD yang secara lansung menunjukkan 

Kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen 

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 

Bab. VII : Penutup 
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BAB II 

 GAMBARAN PELAYANAN OPD   

 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD. 

2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok dan fungsi 

melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Lamongan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 05 Tahun 2016  

tentang Pemebentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan dan 

Peraturan Bupati Lamongan No. 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.  

 

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan 

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan disusun sebagai berikut : 

1. Unsur Pimpinan :  

a. Kepala Dinas. 

2. Unsur Pembantu Pimpinan : 

1) Sekretaris terdiri dari : 

a. Sub Bagian Program dan Evaluasi. 

b. Sub Bagian Keuangan; 

c. Sub Bagian Umum; 

2) Bidang Pelatihan Kerja terdiri dari : 

a. Seksi Kelembagaan Pelatihan; 

b. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan; 

c. Seksi Sertifikasi Kompetensi. 

3) Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas terdiri dari : 

a. Seksi Informasi Pasar Kerja; 

b. Seksi Konsultasi Produktivitas; 

c. Seksi Pengukuran dan Analisa Produktivitas. 
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4) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja terdiri dari: 

a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; 

b. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri; 

c. Seksi Pengembangan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi. 

5) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri dari : 

a. Seksi Persyaratan Kerja; 

b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 

c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

7) Kelompok Jabatan Fungsional. 
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STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA 
KABUPATEN LAMONGAN 
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2.1.3 Uraian tugas dan fungsi  

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan 

mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan perencanaan bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 

b. Pelaksanaan pelayanan umum bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 

c. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 

d. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 

f.   Pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan mempunyai tugas merumuskan 

kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, 

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. 

Di samping unsur pimpinan diatas, unsur staf dan pelaksana juga mempunyai tugas 

sebagai berikut : 

1) Sekretariat 

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, 

mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan 

administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, 

keprotokolan serta mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pelaporan kinerja dan 

anggaran pada unit organisasi dan lingkungan dinas. 

Sekretariat mempunyai fungsi : 

a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran; 

b) pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran; 

c) pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, perlengkapan, rumah 

tangga, surat menyurat dan keprotokolan dinas; 

d) pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan 

ketatalaksanaan dinas; 

e) pengoordinasian dan perumusan perencanaan dan program dinas; 

f) pengoordinasian dan pengelolaan administrasi keuangan dan aset dinas; 
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g) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas program dan kegiatan dinas; 

h) pengoordinasian dan pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan, serta pelaporan 

kinerja dan keuangan dinas; dan 

i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan 

fungsinya.  

Sekretariat memmpunyai 3 Sub Bagian; 

 Sub Bagian Program dan Evaluasi. 

 Sub Bagian Keuangan; 

 Sub Bagian Umum; 

 

2) Bidang Pelatihan Kerja 

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang 

pelatihan kerja yang meliputi penyelenggaraan pelatihan dan kompetensi sumber daya 

manusia, verifikasi regulasi, serta pemberian tanda daftar dan izin lembaga pelatihan.  

Bidang Pelatihan Kerja mempunyai fungsi : 

a) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PKB); 

b) pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebar 

luaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta; 

c) pengoordinasikan penigkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan 

kerja swasta; 

d) pelaksanaan pemberian ijin kepada lembaga pelatihan kerja swasta; 

e) pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja pemerintah dan lembaga pelatihan 

diperusahaan; 

f) melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bidang Bina Swadaya dan Perlindungan Sosial terdiri : 

 Seksi Kelembagaan Pelatihan; 

 Seksi Penyelenggaraan Pelatihan; 

 Seksi Sertifikasi Kompetensi. 
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3)  Bidang Informasi Pasar Kerja 

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang 

bidang pengelolaan informasi pasar kerja, pengelolaan dan pemantauan produktivitas 

usaha. 

Bidang Informasi Pasar Kerja mempunyai fungsi : 

a) Pengoordinasian pelayanan pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) 

Daerah; 

b) Penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan; 

c) Pengoordinasian pelayan konsultasi produktivitas kepada perusahaan; 

d) Pengoordinasian pengukuran dan pemantauan produktivitas tingkat daerah; 

e) Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bidang Informasi Pasar Kerja: 

 Seksi Informasi Pasar Kerja; 

 Seksi Konsultasi Produktivitas; 

 Seksi Pengukuran dan Analisa Produktivitas. 

 

4) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan  Kerja 

Bidang ini mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, 

pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang bimbingan dan 

penyuluhan jabatan antar kerja, pelayanan perantaraan kerja, pelayan Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) keluar Negeri, dan perizinan menggunakan tenaga kerja asing dan 

transmigrasi. 

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan  Kerja mempunyai 

fungsi: 

a) Pengoordinasian pelayan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta 

perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat; 

b) Pengoordinasian penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja 

serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat; 
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c) Pengoordinasian perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan 

kesempatan kerja kepada masyarakat; 

d) Verifikasi penerbitan izin kepada lembaga pemanfaatan tenaga kerja; 

e) Promosi penyebarluasan informasi sysrat-syarat dan meanisme bekerja keluar 

Negeri kepada masyarakat; 

f) Pengoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI); 

g) Pengoordinasian pelayan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan 

calon TKI keluar negeri; 

h) Pengoordinasian pelayanan penandatanganan perjanjian kerja; 

i) Pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna 

penempatan; 

j) Pengoordinasian pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI; 

k) Pelaksanaan pemberdayaan TKI purna; 

l) Pelaksanaan penerbitan perpanjangan ijin mepekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) 

yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten; 

m) Melaksanakan kegiatan transmigrasi; dan 

n) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan  Kerja terdiri : 

 Seksi Penempatan Tenaga Kerja; 

 Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri; 

 Seksi Pengembangan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi. 

 

5) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

Bidang ini mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, 

pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang verifikasi peraturan 

perusahaan, fasilitasi perjanjian kerja, pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi 

perselisihan perusahaan, pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama Bipartit 

perusahaan, dan pelaksanaan mediasi perselisihan dan mogok kerja perusahaan. 
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Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi : 

a) Verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan 

ruang lingkup operasi daerah kabupaten/ kota; 

b) Pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah kabupaten/ kota; 

c) Pengoordinasian proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan denga ruang 

lingkup operasi-operasi daerah kabupaten atau kota; 

d) Pengooridnasian pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di 

perusahaan; 

e) Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerjasama Bipartit 

di perusahaan; 

f) Pengoordinasian pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di 

perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan; 

g) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Indusrial terdiri : 

 Seksi Pesyaratan Kerja; 

 Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 

 Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

dinas yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Dinas dan secara operasional di wilayah dikoordinasikan oleh Camat. 

7) Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan 

bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  
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2.1.4 Uraian tentang Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja  

Kabupaten Lamongan 

Tabel 2.1.4.1 
Data Pejabat Struktural 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2017 
 

Unit Kerja 
Eselon PNS 

IV III II 
GOL 

I 
GOL 

II 
GOL 

III 
GOL 

IV 

             

Kepala DISNAKER - - 1 - - - 1 

- Sekretaris - 1 - - - - 1 

* Kasubbag Program dan Evaluasi 1 - - - - 1 - 

* Kasubbag Keuangan 1 - - - - 1 - 

* Kasubbag Umum  1 - - - - 1 - 

- Bidang Pelatihan Kerja - 1 - - - - 1 

* Seksi Kelembagaan Pelatihan - - - - - - - 

* Seksi Penyelenggaraan Pelatihan 1 - - - - 1 - 

* Seksi Sertifikasi Kompetensi 1 - - - - 1 - 

- Bidang Informasi Pasar Kerja dan 
Peningkatan Produktivitas 

- 1 - - - 1 - 

* Seksi Informasi Pasar Kerja 1 - - - - - 1 

* Seksi Konsultasi Produktivitas 1 - - - - 1 - 

* Seksi Pengukuran Analisa 
Produktivitas 

1 - - - - 1 - 

- Bidang Penempatan Tenaga Kerja 
dan Perluasan Kesempatan Kerja 

- 1 - - - - 1 

* Seksi Penempatan Tenaga Kerja 1 - - - - 1 - 

* Seksi Perlindungan Tenaga Kerja 
Luar Negeri 

- - - - - - - 

* Seksi Pengembangan, Perluasan 
Kesempatan Kerja dan Transmigrasi 

1 - - - - 1 - 

- Bidang Hubungan Industrial dan 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

- 1 - - - 1 - 

* Seksi Persyaratan Kerja 1 - - - - 1 - 

* Seksi Pengupahan dan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja 

- - - - - - - 

* Seksi Penyelesaian  Perselisihan 
Hubungan Industrial                                                                                                

1 - - - - - 
1 

             

Jumlah 12 5 1 - - 12 6 
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Tabel 2.1.4.2 
Data PNS, CPNS dan Tenaga Kontrak 

DINAS  TENAGA KERJA  Kab. Lamongan Tahun 2017 
 

No Jabatan Struktural Pangkat / Gol. Ruang 
Pendidikan 

Formal 
Jumlah Ket 

1 Kepala Pembina Utama Muda (IV/c) S2 1  

2 Sekretaris Pembina Tingkat I (IV/b) S2 1   

3 Kepala Bidang Pembina (IV/a) / Penata Tk.I (III/d) S1 / S2 4   

4 Kasubbag. dan Kasi Pembina (IV/a) / Penata Tk.I (III/d) S1 / S2 12   

5 S t a f Pengatur Muda (I/c) s/d SMP / SMA / S1 
/S2 

9 
  

   Penata Muda Tk.I (III/b)   

   - Tenaga Kontrak SMA / S1 2   

J U M L A H 29   

 

2.2 Sumber Daya OPD. 

Kondisi Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan sebanyak 26 orang, dengan penjelasan 

sebagai berikut : 

Tabel 2.2.1 
Data Pegawai berdasarkan Kepangkatan, Jenis Kelamin, Pendidikan dan Disiplin Ilmu di 

Dinas  Tenaga Kerja  Kab. Lamongan Tahun 2017 

No Golongan Jenis Kelamin Pendidikan 

1 Pembina Utama Muda (IV/c) L : 1 Orang S-2    : 1 Orang 

2 Pembina Tingkat I (IV/b) L : 2 Orang S-2    : 1 Orang 
S-1    : 1 Orang 

3 Pembina (IV/a) L : 3 Orang 
 

S-2    : 2 Orang 
S-1    : 1 Orang 

4 Penata Tingkat I (III/d) L : 5 Orang 
 

P : 5 Orang 

S-1    : 2 Orang 
S-2    : 3 Orang 
S-1    : 4 Orang 
S-2    : 1 Orang 

5 Penata (III/c) P : 1 Orang S-1    : 1 Orang 

6 Penata Muda Tingkat I (III/b) L : 5 Orang S-1    : 2 Orang 
SMA  : 3 Orang 

7 Penata Muda (III/a) L : 1 Orang 
P : 2 Orang 

S-1    : 1 Orang 
S-1    : 2 Orang 

8 Pengatur Tingkat I (II/d) P : 1  Orang SMA  : 1 Orang 

9 Juru (I/c) L : 1  Orang SMP  : 1 Orang 

 JUMLAH L : 18 Orang 
P : 9 Orang 

TOTAL : 27 Orang 

SMP  : 1 Orang 
SMA  : 4 Orang 
S-1     : 14 Orang 
S-2     : 8 Orang 
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 Dilihat dari tingkat pendidikan, komposisi terbanyak adalah pegawai berpendidikan S1 yaitu 

sebesar 51,85% dari seluruh pegawai. Dengan demikian, apabila dilihat berdasarkan tingkat 

pendidikan, jumlah ini dianggap telah cukup memadai dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang ada. 

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, diharapkan Pemerintah Kabupaten Lamongan membuka 

kesempatan yang lebih luas melalui program beasiswa pegawai. Untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan berusaha mendorong dan memfasilitasi 

pegawai untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dengan memperhatikan kesesuaian 

bidang ilmu dengan bidang pekerjaannya. Hal ini sekaligus untuk menepis anggapan, bahwa bidang 

ketenagakerjaan bisa diisi oleh siapa saja dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang 

tidak relevan sekalipun. Untuk pegawai yang berasal dari latar belakang pendidikan yang kurang 

relevan dengan bidang ketenagakerjaan, diberi kesempatan dan peluang untuk mengikuti dan 

mendapatkan pelatihan serta penugasan bidang ketenagakerjaan. Melalui cara ini, diharapkan 

pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan yang beragam tetap memiliki spirit dan mampu 

bekerja di bidang ketenagakerjaan. Dalam rangka memaksimalkan pegawai yang telah meraih jenjang 

pendidikan S1 dan S2, di masing-masing bidang diharapkan muncul kelompok-kelompok pemikir (think 

tank) di bidangnya masing-masing. Penciptaan atmosfir semacam ini diharapkan memunculkan usulan 

program, pemikiran, dan hasil-hasil kajian untuk memperbaiki program dan kegiatan ketenagakerjaan.           

 Berdasarkan golongan kepangkatannya, pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan 

terbanyak berada pada golongan III, yaitu mencapai 70,37% dari seluruh pegawai yang ada. Demikian 

pula halnya dengan golongan IV yang mencapai 22,22% dari seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Lamongan. Dengan demikian, dari segi golongan kepangkatan, jumlahnya dianggap telah 

cukup memadai dan sesuai dengan bidang tugas yang dilaksanakan. Namun demikian, masih perlu 

dilakukan pembinaan yang bersifat pengembangan kapasitas khususnya bagi pegawai yang memiliki 

golongan kepangkatan tinggi dalam rangka peningkatan mutu/kualitas pegawai pada golongan 

kepangkatan tersebut, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. 

Berdasarkan jenis jabatannya, dapat dilihat bahwa pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Lamongan yang menduduki jabatan struktural sebesar 66,66%. Apabila dilihat dari komposisi beban 

kerja, pada umumnya belum sesuai dengan bidang tugas yang ada (Bidang Ketenagakerjaan dan 

Ketransmigrasian sebanyak 18 orang, karena masih ada 3 jabatan yang belum terisi).  

  Untuk mendukung kegiatan tugas sehari-hari, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan 

dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut  : 
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Tabel 2.2.2 
Jumlah Sarana dan Prasarana yang Digunakan di Dinas Tenaga Kerja  

Kab. Lamongan Tahun 2017 

NO JENIS BARANG BAIK NILAI (Rp) 
RUSAK   ATAU  

TIDAK 
DIGUNAKAN 

NILAI 
(Rp) 

JUMLAH 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Mobil/Station Wagon 4 605.534.000 0 0 4 

2 Mobil Box 1 250.000.000 0 0 1 

3 Sepeda Motor 9 174.314.871 6 0 15 

4 Pelatihan Mekanik 26 4.224.090.000 0 0 26 

5 Pelatihan Menjahit 94 459.456.500 0 0 94 

6 Pelatihan Otomotif 254 2.044.286.900 0 0 254 

7 Pelatihan Pertukangan 262 822.090.200 0 0 262 

8 Pelatihan Las 280 2.241.697.175 0 0 280 

9 Pelatihan Ac/Pendingin 277 2.160.247.700 0 0 277 

10 Mesin Ketik 4 2.623.206 0 0 4 

11 Lemari Besi 19 71.342.093 0 0 19 

12 Rak Besi 11 29.351.250 0 0 11 

13 Rak Kayu 2 3.500.000 0 0 2 

14 Filing Besi 8 17.956.000 0 0 8 

15 Lemari Kaca 4 3.054.800 0 0 4 

16 Papan Pengumuman 1 1.492.000 0 0 1 

17 
Papan Tulis/White 
Board 

4 3.239.000 0 0 4 

18 Overhead Prijector 1 6.500.000 0 0 1 

19 Lemari Kayu 4 640.000 0 0 4 

20 Meja Kayu/Rotan 31 68.166.300 0 0 31 

21 Tempat Tidur Kayu 24 91.111.000 0 0 24 

22 Meja Rapat 4 12.478.000 0 0 4 

23 Meja Tulis 4 5.800.000 0 0 4 

24 Meja Podium 1 1.500.000 0 0 1 

25 Kursi Tamu 5 46.568.000 0 0 5 

26 Kursi Puter 2 4.806.666 0 0 2 

27 Mesin Penghisap Debu 1 375.000 0 0 1 

28 Mesin Potong Rumput 1 2.163.000 0 0 1 

29 Ac 31 153.220.633 0 0 31 

30 Kipas Angin 1 627.000 0 0 1 

31 Pelatihan Procecing 81 676.352.700 0 0 81 

32 Pelatihan Rias 138 316.957.801 0 0 138 
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33 Pc Unit 11 106.285.000 0 0 11 

34 Laptop 2 20.044.000 0 0 2 

35 Notebook 10 80.108.000 0 0 10 

36 Printer 15 54.083.833 0 0 15 

37 Scaner 1 6.950.000 1 0 2 

38 Meja Eselon Lll 8 28.516.300 0 0 8 

39 Meja Eselon Lv 15 26.282.965 0 0 15 

40 Kursi Eselon Ll 1 3.600.000 0 0 1 

41 Kursi Eselon Lll 6 14.434.200 0 0 6 

42 Kursi Eselon Iv 15 27.212.300 0 0 15 

43 Kursi Lipat 106 16.935.704 0 0 106 

44 Camera +Atachment 5 19.091.000 0 0 5 

45 
Lcd Projector 
+Atachment 

1 15.237.000 0 0 1 

46 Sound System 1 9.269.000 0 0 1 

47 Tv 3 7.723.352 0 0 3 

48 Handycam - 4.043.000 1 0 1 

49 Faximile Panasonic 1 4.773.600 0 0 1 

50 Cctv 2 48.438.000 0 0 2 

51 Hardisk 1 1.177.000 0 0 1 

52 Kursi Staff 7 3.500.000 0 0 7 

53 Meja Sekolah 5 3.669.700 0 0 5 

54 Tangga Alminium 1 978.000 0 0 1 

55 Korden 248 & blk 35.489.000 0 0 248 & blk 

56 Cpu 1 4.500.000 0 0 1 

57 Pesawat Telepon 1 3.500.000 0 0 1 

58 Almari 2 Pintu 24 24.295.700 0 0 24 

59 Rak Besi 1 2.300.000 0 0 1 
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2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kab. Lamongan 

Tabel 2.3.1 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kab. Lamongan 

Tahun 2010-2015 

NO 
Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi  

Tar 
get 

SPM 

Tar 
get 
IKK 

Tar 
get 

Indikat
or Lain 

nya 

Target Renstra SKPD Tahun ke - Realisasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian pada Tahun ke - 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 

Tingkat 
(persentase) 
partisipasi 
angkatan kerja 

      67.20% 68.00% 68.80% 69.60% 70.20% 68.69% 69.95% 68.29% 66.64% 77.05% 102.22 102.87 99.26 95.75 109.76 

2 
Persentase 
pencari kerja 
yang ditempatkan 

      27.02% 27.32% 27.62% 27.92% 28.22% 26.90% 38.37% 38.22% 57.51% 94.37% 99.56 140.45 138.38 205.98 334.41 

3 
Transmigrasi 
swakarsa 

      20% 20% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 20% 0% 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 

4 
Transmigrasi 
regional 

      20% 20% 25% 25% 25% 80% 100% 80% 0% 40% 400.00 500.00 320.00 0.00 160.00 
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    2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kab. 

         Lamongan 

2.4.1 Tantangan 

Dapat disampaikan beberapa tantangan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kab. 

Lamongan dalam memberikan pelayanan antara lain : 

1. Penyerapan tenaga kerja di sektor formal maupun informal masih relative terbatas; 

2. Banyaknya pencari kerja yang belum memiliki keahlian berbasis kompetensi dan 

sertifikasi, padahal banyak perusahaan baru di Kabupaten Lamongan yang 

membutuhkan banyak tenaga kerja; 

3. Masih belum seluruhnya perusahaan di Kabupaten Lamongan untuk mengikut 

sertakan pekerja/buruhnya dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; 

4. Banyaknya perusahaan baru di Kabupaten Lamongan yang tentu saja memerlukan 

pemeriksaan perusahaan & pengujian peralatan dan perlu adanya penataan serikat 

pekerja agar tercapainya hubungan industrial yang harmonis. 

5. Beralihnya kewenangan pengawasan ketenagakerjaan yang semula merupakan 

kewenangan Pemerintah Kabupaten menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi. 

 

2.4.2 Peluang 

1. Dukungan Peraturan Perundang undangan sebagai penunjang penyelenggaraan 

ketenagakerjaan; 

2. Semakin meningkatnya Komitmen Legislatif dalam penyelenggaraan pembangunan 

ketenagakerjaan di Kabupaten Lamongan; 

3. Telah ditetapkannya Perda tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 

yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Lamongan. 

4. Terbangunnya BLK di Kabupaten Lamongan sejak Tahun 2014 sebagai wadah untuk 

mencetak tenaga kerja terampil yang siap kerja. 

5. Tingginya iklim investasi di Kabupaten Lamongan yang memberikan peluang 

lowongan kerja semakin banyak. 
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BAB III 

ISU – ISU STRATEGIS  

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Lamongan 

Luas wilayah Kabupaten Lamongan adalah 1.812,8 km², atau menempati sekitar 3,73% luas 

wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan, 

yang meliputi 462 desa, 12 kelurahan dan 1.431 dusun. Jumlah penduduk berdasarkan data Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2015 sebanyak 1.342.466 jiwa yang terdiri dari laki-laki 

sebanyak 672.836 jiwa dan perempuan 669.630 jiwa. 

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan mempunyai peranan yang sangat penting . 

Pembangunan daerah merupakan proses pengelolaan sumber-sumber daya yang ada oleh 

Pemerintah Daerah bersama masyarakatnya. Pemerintah Daerah dengan sektor swasta membentuk 

pola kemitraan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan 

ekonomi (pertumbuhan ekonomi). Salah satu aspek pembangunan di Kabupaten Lamongan adalah 

di bidang industri yang memiliki potensi yang cukup besar, di wilayah utara meliputi Lamongan Shore 

Base dan kawasan industri kemaritiman. Di wilayah selatan berkembang agro industri yaitu 

pengolahan hasil perkebunan meliputi industri pengolahan jagung dan industri pengolahan 

tembakau. Selain itu mulai bermunculan home industry yang tersebar di wilayah Kabupaten 

Lamongan.  

Pembangunan pada bidang  industri ini memiliki berbagai tujuan, diantaranya untuk 

mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah, antar sub daerah serta antar warga 

masyarakat demi pemerataan dan keadilan, memberdayakan masyarakat dan mengentaskan 

kemiskinan, menciptakan atau menambah lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat, serta mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam 

secara berkelanjutan.  

Namun harus diakui bahwa perkembangan pembangunan industri tersebut belum sepenuhnya 

mampu mengatasi berbagai persoalan pengangguran, ketimpangan wilayah, ketimpangan 

pendapatan serta pertambahan penduduk.  

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik ( BPS ) Kabupaten Lamongan pada tahun 2016,  

angkatan kerja berjumlah 621.050 orang. Dari angkatan kerja yang ada, penduduk yang bekerja / 
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pencari kerja yang ditempatkan dan mendaftar kartu AK I sebanyak 2.652 orang, sedangkan pencari 

kerja yang tidak/belum terserap di pasar kerja sebanyak 2.662 orang. Dengan demikian TPT (Tingkat 

Pengangguran Terbuka) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 menjadi 3,56%. 

Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan kondisi di Tahun 2015, dimana angkatan 

kerjanya berjumlah 633.050 orang. Adapun jumlah penduduk yang bekerja / pencari kerja yang 

ditempatkan sebanyak 1.225 orang, sementara itu pencari kerja yang mendaftar berjumlah 1.298 

orang, dengan TPT 4,10%. 

Permasalahan utama ketenagakerjaan yang masih dihadapi Kabupaten Lamongan adalah 

pengangguran, yang antara lain disebabkan : 

1. Tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja, 

2. Terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi,  

3. masih rendahnya kualitas angkatan kerja,  

4. kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang sesuai,  

5. motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah; 

 

        Pengangguran bisa bersifat sementara, terutama dikalangan yang baru lulus memerlukan waktu 

sebelum mereka mendapatkan pekerjaan. Diindikasikan pula kecenderungan pengangguran di 

kalangan tenaga kerja terdidik khususnya yang berpendidikan sekolah menengah ke atas karena 

adanya kekurangsesuaian antara isi pendidikan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan di satu 

pihak, serta kebutuhan ketrampilan dengan jenis pekerjaan yang tersedia di lain pihak. Belum lagi 

potensi kenaikan angka pengangguran usia muda berumur 15  -19 tahun.  

Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan mengakibatkan rendahnya daya saing dan 

kekuatan tawar di pasar kerja, terutama bagi angkatan kerja muda. Kualifikasi mereka belum mampu 

memenuhi tuntutan dan persaingan pasar kerja global yang membutuhkan tenaga kerja profesional. 

Terlebih penerapan perjanjian perdagangan bebas ASEAN - Cina (ACFTA : ASEAN - China Free 

Trade Aggreement) maupun AEC (ASEAN Economic Community) mengakibatkan pasar kerja tidak 

lagi memiliki batas negara sehingga tenaga kerja yang mampu bersaing adalah tenaga kerja yang 

memenuhi standar profesional. 

Selanjutnya terkait dengan isu strategis maka diperlukan analisa isu strategis yang didasarkan pada 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD. 
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Tabel 3.1.1 

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan 

Urusan Tenaga Kerja 

Aspek Kajian 
Capaian/Kondisi Saat 

Ini 

Standar 
yang 

digunakan 

Faktor yang mempengaruhi Permasalahan 
Pelayanan Dinas 

Tenaga Kerja 
Kab. Lamongan 

Internal (Kewenangan 
SKPD) 

Eksternal (Di luar 
kewenangan SKPD) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Gambaran 
pelayanan Dinas 
Tenaga Kerja 
Kab. Lamongan 
  

Pelatihan kerja 
belum sepenuhnya 
mampu 
mengakomodir 
kebutuhan tenaga 
kerja untuk 
menjadi terampil 
dan/atau kompeten 

 

Minimnya kualitas dan 
kuantitas Instruktur & 
SDM 
pengelola pelatihan  

Jumlah angkatan 
kerja yg tidak 
terampil/kompeten 
masih tinggi 

Belum adanya 
instruktur yang 
dimiliki BLK 

Belum maksimalnya 
sosialisasi & 
pemasaran program 
pelatihan kepada 
masyarakat, dunia 

usaha/industri, dunia 
pendidikan 
 
 
 

Sebagian 
masyarakat belum 
mengenal BLK 
sehingga tidak 
mendapat 
informasi program 
pelatihan yg 
dilaksanakan  
secara memadai 

BLK belum 
memberikan 
pelayanan 
pelatihan kerja 
secara optimal 

Masih terbatasnya 
modul dan 
standar-standar 
pelatihan kerja dan 
pelatihan 
kewirausahaan 

Masih banyak 
wilayah yang 
belum terjangkau 
olehpelayanan BLK 

Belum adanya 
penyaluran 
lulusan pelatihan 
ke perusahaan 

Masih terbatasnya 
Tempat Uji 
Kompetensi beserta 
sumber 
daya pendukungnya 

 

Belum adanya 
monitoring 
kepada lulusan 
pelatihan 

Penyerapan 
tenaga kerja di 
sektor formal 
maupun informal 
masih relatif 
terbatas 

SPM Bidang 
Ketenaga 
kerjaan 

Tidak adanya 
fungsional 
Pengantar Kerja 
sehingga 
pelayanan 
penempatan 
tenaga kerja tidak 
bisa 
dilakukan secara 
optimal 

Kualitas SDM 
angkatan kerja 
relatif rendah 
sehingga 
kurang memiliki 
daya saing 
untuk mendapat 
pekerjaan 
 

Belum 
tersedianya 
tenaga kerja 
sesuai kualifikasi 
sehingga 
masih banyak yg 
belum 
diterima di pasar 
kerja 

Sistem,mekanisme 
&sarpras 
informasi kepada 
pencari 
kerja maupun 
perusahaan 
belum optimal & 
efektif 

Lulusan dunia 
pendidikan 
belum sepenuhnya 
sinkron 
dengan kebutuhan 
dunia 
usaha  

Ketersediaan 
informasi pasar 
kerja belum 
optimal 

Inovasi program 
perluasan 
lapangan kerja sektor 
informal 
masih minim sehingga 
angkatan kerja muda 
& 
berpendidikan kurang 
tertarik 
berusaha di sektor 
informal 

Lapangan kerja di 
sektor 
formal relatif 
terbatas 
dibandingkan 
pertambahan 
angkatan kerja 

Perluasan 
kesempatan kerja 
di 
sektor informal 
belum 
berkembang 
secara optimal. 

Koordinasi lintas 
sektoral yg 
berkontribusi terhadap 

Kualifikasi pencari 
kerja 
belum sepenuhnya 
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penciptaan lapangan 
kerja 
formal & informal 
belum 
optimal 

cocok 
dengan kebutuhan 
pasar 
kerja 

 

Masih relatif 
kecilnya 
kepedulian 
perusahaan untuk 
melaporkan 
lowongan kerja 

 

 

Peluang kerja di luar 
negeri 
masih didominasi 
jabatan/pekerjaan 
informal 
sehingga rentan dari 
segi 
perlindungan 

 

 

Angkatan kerja 
(terutama yg 
berusia muda ) lebih 
memilih 
bekerja di sektor 
formal 
dibandingkan 
informal  

 

 
Minimnya kualitas dan 
kuantitas 
MediatorHubungan 
Industrial yg 
memediasi kasus 
perselisihan 

 
Minimnya 
kepedulian 
perusahaan untuk 
membentuk LKS 
Bipartit di 
perusahaannya 

 
Tingginya konflik 
ketenagakerjaan 
dalam 
penentuan UMK 
dan masih 
rendahnya 
perlindungan 
terhadap tenaga 
kerja 

Belum optimalnya 
pembinaan 
kelembagaan 
hubungan 
industrial terhadap 
pengusaha 
maupun pekerja 

Regulasi aturan 
mengenai 
upah minimum 
masih belum 
bisa dijadikan acuan 
secara 
permanen 

 

 

Perbedaan 
kepentingan 
antara pengusaha 
dengan 
pekerja 

 

Pembinaan kepada 
perusahaan terkait 
kepesertaan 
Jamsostek bagi 
buruh/pekerja masih 
belum 
optimal 

Kurangnya 
kesadaran 
perusahaan untuk 
mendaftarkan 
tenaga 
kerjanya menjadi 
peserta 
Jamsostek 

Perlindungan 
tenaga kerja 
melalui Program 
Jamsostek 
belum optimal 

Kualitas dan kuantitas 
fungsional Pengawas 
Ketenagakerjaan tidak 
sebanding dengan 
jumlah 
perusahaan di Jatim. 

Minimnya kesadaran 
perusahaan untuk 
melaporkan 
perusahaannya 
sesuai UU No. 7 
Tahun 1981 
tentang wajib lapor 
ketenagakerjaan di 
perusahaan 

Penerapan dan 
penegakan 
hukum norma 
ketenagakerjaan 
belum optimal 

 Masih belum 
berfungsinya BLK 
secara maksimal, 
baik di Pusat 

 Belum sinkronnya 
kebijakan 
ketenagakerjaan 
Pusat dengan 

 Pelayanan 
pelatihan kerja 
belum 
optimal 
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maupun di daerah 

 Masih belum 
terpenuhinya 
kebutuhan Instruktur 
di BLK 

 Masih perlunya 
penyempurnaan 
peraturan 
ketenagakerjaan 

 Terbatasnya kualitas 
dan 
kuantitas pengawas 
ketenagakerjaan 

 Rendahnya 
perlindungan bagi 
pekerja di luar negeri 

 Masih rendahnya 
kesempatan 
dan perluasan kerja 
yang 
disiapkan bagi 
pencari kerja 

kebijakan/peratura
n daerah 

 Masih lemahnya 
lembaga 
hubungan 
industrial 

 Masih tingginya 
pelanggaran 
norma 
ketenagakerjaan 
dan angka 
kecelakaan kerja 

 Masih banyaknya 
anak yang 
bekerja pada 
bentuk-bentuk 
pekerjaan 
terburuk untuk 
anak 

 Masih rendahnya 
kompetensi TKI 
yang bekerja di 
luar negeri 

 Banyaknya 
kesempatan kerja 
di dalam dan luar 
negeri yang tidak 
bisa diisi oleh 
tenaga kerja 
Indonesia akibat 
ketidaksesuaian 
kompetensi 

 Belum 
optimalnya 
penyerapan 
tenaga kerja di 
pasar kerja 

 Informasi 
pasar kerja 
belum 
optimal 

 Perluasan 
kesempatan 
kerja di 
sektor informal 
belum 
berkembang 
secara optimal 

 Masih relatif 
tingginya 
konflik 
ketenagakerja
an 

 Perlindungan 
tenaga kerja 
belum 
memadai 

 Penerapan 
dan 
penegakan 
hokum 
ketenagakerja
an belum 
optimal 

KajianTerhadap 
RTRW 

TIDAK ADA 

KajianTerhadap 
KLHS 

TIDAK ADA 

 

Tabel 3.1.2 

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan 

Urusan Transmigrasi 

Aspek Kajian 
Capaian/Kondisi Saat 

Ini 
Standar yang 

digunakan 

Faktor yang mempengaruhi Permasalahan 
Pelayanan Dinas 

Tenaga Kerja 
Kab. Lamongan 

Internal (Kewenangan 
SKPD) 

Eksternal (Di 
luar kewenangan 

SKPD) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Gambaran 
pelayanan Dinas 
Tenaga Kerja 
Kab. Lamongan 

Belum optimalnya 
penempatan 
transmigrasi 

 

Tidak seimbangnya 
animo masyarakat 
dengan kesempatan 
bertransmigrasi 
 

Masih 
banyaknya 
lokasi 
transmigrasi 
yang tidak 
berkembang 

Pelaksanaan 
program 
transmigrasi 
belum optimal 

Kajian terhadap 
renstra Dinas 
Tenaga Kerja, 
Transmigrasi & 
Kependudukan 
Propinsi Jawa 
Timur 

Terbatasnya alokasi 
untuk 
pemberangkatan 
transmigrasi 

 
Tidak seimbangnya 
animo masyarakat 
dengan kesempatan 
bertransmigrasi 
 

 
Masih 
banyaknya 
lokasi 
transmigrasi 
yang tidak 
berkembang 

Pelaksanaan 
program 
transmigrasi 
belum optimal 

Kajian terhadap 
Renstra 
Kementerian 
Desa, 
Pembangunan 
Daerah 
Tertinggal & 

   Tidak seimbangnya 
animo 
masyarakat dengan 
kesempatan 
bertransmigrasi 

 Masih banyak lokasi 
yang 
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Transmigrasi dicadangkan 
maupun 
dikembangkan 
belum clear and 
clean 

 Rendahnya kualitas 
sarana dan 
prasarana di lokasi 
transmigrasi 

 Belum optimalnya 
pengelolaan 
potensi di kawasan 
transmigrasi 

 

Tabel 3.1.3 

Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal) 

Urusan Tenaga Kerja 

No 

Isu Strategis 

Dinamika Internasional Dinamika Nasional 
Dinamika Kabupaten 

Lamongan 
Lain-lain 

1 2 3 4 5 

1 Krisis ekonomi dunia Ketidakstabilan nilai tukar 
rupiah terhadap mata uang 
asing (seperti dolar), 
dinamika harga bahan bakar 
minyak (BBM) dunia 

Masih tingginya nilai 
angkatan kerja di Kab. 
Lamongan pada tahun 2015, 
yaitu 633.048 jiwa, dengan 
TPT sebesar 4,10 % 

 

2 Globalisasi perekonomian 
: FTA, WTO, Nafta dan 
Penduduk Ekonomi 
ASEAN (MEA) tahun 
2015,  

Peningkatan daya saing 
tenaga kerja melalui 
pelatihan berbasis 
kompetensi di BLK (baik 
BLK Propinsi maupun 
kab/kota) 
 

1. Pembangunan dan 
peningkatan sarana dan 
prasarana BLK Kab. 
Lamongan 

2. sebanyak 479 TKI dari 
Kab. Lamongan (tahun 
2015) dipekerjakan ke 
luar negeri oleh PPTKIS 

 

 

3 Pekerjaan yang layak atau 
Decent work forl all (ILO) 

Beberapa konvensi ILO 
telah diratifikasi oleh 
pemerintah Indonesia 

1. Pelaksanaan bursa kerja 
tiap tahun 

2. Adanya pengawasan 
norma dan k3 di 
perusahaan di Kab. 
Lamongan 

3. Adanya mediator dalam 
penyelesaian perselisihan 
antara buruh dengan 
pengusaha 

 

 

 

Tabel 3.1.4 

Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal) 

Urusan Transmigrasi 

No 

Isu Strategis 

Dinamika Internasional Dinamika Nasional 
Dinamika Kabupaten 

Lamongan 
Lain-lain 

1 2 3 4 5 

1 Peledakan pertumbuhan 
penduduk dan krisis 
ekonomi dunia 

Tidak meratanya persebaran 
penduduk dan tingginya 
angka kemiskinan 

Pengiriman transmigran 
setiap tahun dengan 
dibekali ketrampilan dan 
peralatan untuk hidup dari 
Kabupaten Lamongan ke 
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berbagai kabupaten di 
pulau Sulawesi, 
Kalimantan, Papua, 
Sumatera dan pulau-pulau 
kecil lainnya. 
 

 

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Lamongan 

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada 

pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015. Sebagaimana disampaikan pada 

pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah 

kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten 

Lamongan Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2014-2019 serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan 

harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, 

adalah: 

”Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera 

dan Berdaya Saing” 

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang 

dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder’s dalam merealisasikan 

dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif. 

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, 

yaitu : 

1) Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan 

Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing. 

2) Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber 

dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan. 

3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan lahiriah dan 

batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. 

Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-

budaya-agama masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Lamongan. 

4) Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut keunggulan 

komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal dengan 
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mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam persaingan ditingkat 

Global. 

 

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021, “Terwujudnya 

Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” ditempuh melalui lima misi sebagai berikut: 

 

Misi 1. 

Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan 

pendidikan dan kesehatan, dengan penjelasan sebagai berikut: 

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan yang 

memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan 

pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin 

dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang. 

 

Misi 2. 

Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi 

daerah, dengan penjelasan sebagai berikut: 

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Lamongan menjadi lebih 

mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki. 

Potensi-potensi daerah sebagai penggerak perekonomian diantaranya pertanian, perikanan, 

peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata. 

 

Misi 3. 

Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan, dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, 

perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang 

keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar 

dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui 

peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
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Misi 4. 

Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik, dengan penjelasan 

sebagai berikut: 

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 

danpelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan 

Pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat. 

 

Tabel 3.1.5 

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD 
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Lamongan 

Urusan Tenaga Kerja 
Visi : Terwujudnya Lamongan lebih sejahtera dan berdaya saing 

No 
Misi dan Program Bupati dan 

Wakil Bupati Lamongan 
Permasalahan Pelayanan 
Disnaker Kab. Lamongan 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 2 3 4 5 

1 Misi 5.  
Memantapkan kehidupan 
masyarakat yang tenteram dan 
damai dengan menjunjung 
tinggi budaya lokal 
 
Tujuan : 
Mewujudkan kehidupan 
bermasyarakat yang aman, 
tenteram dan damai berdasarkan 
nilai-nilai agama dan hukum 
melalui pemberdayaan 
masyarakat, pengurangan 
kemiskinan dan pengangguran 
 
Sasaran : 
1. Meningkatnya penduduk yang 

bekerja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pelatihan kerja : 

 belum adanya instruktur 
yang dimiliki BLK 

 BLK belum memberikan 
pelayanan pelatihan kerja 
secara optimal 

 Belum adanya penyaluran 
lulusan pelatihan ke 
perusahaan 

 Belum adanya monitoring 
kepada lulusan pelatihan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Minimnya kualitas 
dan kuantitas 
Instruktur & SDM 
pengelola pelatihan 

 Belum maksimalnya 
sosialisasi & 
pemasaran program 
pelatihan kepada 
masyarakat, dunia 
usaha/industri, dunia 
pendidikan 

 Masihterbatasnya 
modul dan standar-
standar pelatihan 
kerja dan pelatihan 
kewirausahaan 

 Masih terbatasnya 
Tempat Uji 
Kompetensi beserta 
sumber daya 
pendukungnya 

 Jumlah angkatan 
kerja yg tidak 
terampil/kompeten 
masih tinggi 

 Sebagian 
masyarakat belum 
mengenal BLK 
sehingga tidak 
mendapat informasi 
program pelatihan yg 
dilaksanakan secara 
memadai 

 Masih banyak 
wilayah yang 
belum terjangkau 
oleh pelayanan BLK 

 
 

 Tidak adanya 
fungsional Pengantar 

 

 Penguatan sarana 
dan prasarana BLK 

 Adanya dukungan 
dana APBD 

 Meningkatnya 
proporsi sekolah 
kejuruan untuk 
mencetak calon 
tenaga kerja 
terampil/kompeten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Sistem 
KomputerisasiKartu 
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Penempatan Tenaga Kerja 

 Belum tersedianya tenaga 
kerja sesuai kualifikasi 
sehingga masih banyak yg 
belum diterima di pasar 
kerja 

 Ketersediaan informasi 
pasar kerja belum optimal 

 Perluasan kesempatan 
kerja di sektor informal 
belum berkembang secara 
optimal 

 Masih banyaknya TKI yang 
berangkat ke luar negeri 
secara non prosedur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerja sehingga 
pelayanan 
penempatan tenaga 
kerja tidak bisa 
dilakukan secara 
optimal 

 Sistem,mekanisme 
&sarpras informasi 
kepada pencari 
kerja maupun 
perusahaan belum 
optimal & efektif 

 Inovasi program 
perluasan lapangan 
kerja sektor informal 
masih minim 
sehingga angkatan 
kerja muda & 
berpendidikan kurang 
tertarik berusaha di 
sektor informal 

 Koordinasi lintas 
sektoral yg 
berkontribusiterhadap 
penciptaan lapangan 
kerja formal & 
informal belum 
optimal 

 Kualitas SDM 
angkatan kerja 
relatif rendah 
sehingga kurang 
memiliki daya saing 
untuk mendapat 
pekerjaan 

 Lulusan dunia 
pendidikan belum 
sepenuhnya sinkron 
dengan kebutuhan 
dunia usaha 

 Lapangan kerja di 
sektor formal relatif 
terbatas 
dibandingkan 
pertambahan 
angkatan kerja 

 Kualifikasi pencari 
kerja belum 
sepenuhnya cocok 
dengan kebutuhan 
pasar kerja 

 Masih relatif kecilnya 
kepedulian 
perusahaan untuk 
melaporkan 
lowongan kerja 

 Peluang kerja di luar 
negeri masih 
didominasi jabatan/ 
pekerjaan informal 
sehingga rentan dari 
segi perlindungan 

 Angkatan kerja 
(terutama yg berusia 
muda ) lebih memilih 
bekerja di sektor 
formal dibandingkan 
informal 

 

 Minimnya kualitas 

Tenaga Kerja Luar 
Negeri (Sisko 
KTKLN) serta 
Pembekalan Akhir 
Pemberangkatan 
(PAP) untuk 
meminimalkan 
masalah TKI 

 Ketersediaan IT 
sebagai sarana 
informasi yg 
memudahkan & 
memperluas 
jangkauan 
pelayanan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Adanya dukungan 
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Hubungan Industrial 

 Tingginya konflik 
ketenagakerjaan dalam 
penentuan UMK 

 Masih rendahnya 
perlindungan terhadap 
tenaga kerja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norma kerja 

 Perlindungan tenaga kerja 
melalui Program Jamsostek 
belum optimal 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
K3 

 Penerapan dan penegakan 
hukum norma 
ketenagakerjaan belum 
optimal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dan kuantitas 
MediatorHubungan  
Industrial yg 
memediasi kasus 
perselisihan 

 Belum optimalnya 
pembinaan 
kelembagaan 
hubungan 
industrial terhadap 
pengusaha maupun 
pekerja 

 Minimnya 
kepedulian 
perusahaan untuk 
membentuk LKS 
Bipartit di 
perusahaannya 

 Regulasi aturan 
mengenai upah 
minimum masih 
belum bisa dijadikan 
acuan secara 
permanen 

 Perbedaan 
kepentingan 
antara pengusaha 
dengan pekerja 

 

 Pembinaan kepada 
perusahaan terkait 
kepesertaan 
Jamsostek bagi 
buruh/pekerja masih 
belum optimal 

 Kurangnya 
kesadaran 
perusahaan untuk 
mendaftarkan 
tenaga 
kerjanya menjadi 
peserta Jamsostek 
 

 

 Kualitas dan 
kuantitas fungsional 
Pengawas 
Ketenagakerjaan 
tidak sebanding 
dengan jumlah 

 Minimnya kesadaran 
perusahaan untuk 
melaporkan 
perusahaannya 
sesuai UU No. 7 
Tahun 1981 tentang 
wajib lapor 
ketenagakerjaan di 
perusahaan 

 

dana APBD 

 Adanya tim survey  
untuk menentukan 
UMK 

 Peningkatan 
pembuatan PP 
(Peraturan 
Perusahaan) dan 
PKB (Perjanjian 
Kerja Bersama) di 
perusahaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PerubahanProgram  
Jamsostek menjadi 
BPJS 
Ketenagakerjaan 

 SatgasPengawasan 
Ketenagakerjaan 
untuk mendorong 
penegakan hukum 
norma 
ketenagakerjaan 
 
 
 
 
 

 

 Adanya dukungan 
dana APBD 
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Tabel 3.1.6 

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD 

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Lamongan 

Urusan Transmigrasi 
Visi : Terwujudnya Lamongan lebih sejahtera dan berdaya saing 

No 
Misi dan Program Bupati dan 

Wakil Bupati Lamongan 
Permasalahan Pelayanan 
Disnaker Kab. Lamongan 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 2 3 4 5 

1 Misi 5.  
Memantapkan kehidupan 
masyarakat yang tenteram dan 
damai dengan menjunjung 
tinggi budaya lokal 
 
Tujuan : 
Mewujudkan kehidupan 
bermasyarakat yang aman, 
tenteram dan damai berdasarkan 
nilai-nilai agama dan hukum 
melalui pemberdayaan 
masyarakat, pengurangan 
kemiskinan dan pengangguran 
 
Sasaran : 
Meningkatnya penduduk yang 
bekerja 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pelaksanaan program 
transmigrasi belum optimal 

 

 Tidak seimbangnya 
animo masyarakat 
dengan kesempatan 
bertransmigrasi 

 Masih banyaknya 
lokasi transmigrasi 
yang tidak 
berkembang 

 

 Adanya dukungan 
dana APBD 

 

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Tenaga Kerja, Renstra Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Renstra Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 

Kependudukan Propinsi Jawa Timur dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Lamongan 

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Lamongan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran 

jangka menengah Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Renstra Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1.7 

Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan berdasarkan Sasaran Renstra 

Kementerian Tenaga Kerja beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan 

Penanganannya 

No 
Sasaran Jangka Menengah 

Renstra Kementerian Tenaga 
Kerja 

Permasalahan Pelayanan Dinas 
Tenaga Kerja Kab. Lamongan 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 Peningkatan kompetensi dan 
produktivitas tenaga kerja  

 belum adanya instruktur 
yang dimiliki BLK 

 Minimnya kualitas 
dan kuantitas 

 Penguatan sarana 
dan prasarana BLK 
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 BLK belum memberikan 
pelayanan pelatihan kerja 
secara optimal 

 Belum adanya penyaluran 
lulusan pelatihan ke 
perusahaan 

 Belum adanya monitoring 
kepada lulusan pelatihan 

 

Instruktur & SDM 
pengelola 
pelatihan 

 Belum 
maksimalnya 
sosialisasi & 
pemasaran 
program pelatihan 
kepada 
masyarakat, dunia 
usaha/industri, 
dunia pendidikan 

 Masihterbatasnya 
modul dan standar-
standar pelatihan 
kerja dan pelatihan 
kewirausahaan 

 Masih terbatasnya 
Tempat Uji 
Kompetensi 
beserta sumber 
daya 
pendukungnya 

 Jumlah angkatan 
kerja yg tidak 
terampil/kompeten 
masih tinggi 

 Sebagian 
masyarakat belum 
mengenal BLK 
sehingga tidak 
mendapat 
informasi program 
pelatihan yg 
dilaksanakan 
secara memadai 

 Masih banyak 
wilayah yang 
belum terjangkau 
oleh pelayanan 
BLK 

 Adanya dukungan 
dana APBD 

 Meningkatnya 
proporsi sekolah 
kejuruan untuk 
mencetak calon 
tenaga kerja 
terampil/kompeten 

 

2 Peningkatan kualitas pelayanan 
penempatan dan pemberdayaan 
tenaga kerja 

 Belum tersedianya tenaga 
kerja sesuai kualifikasi 
sehingga masih banyak yg 
belum diterima di pasar kerja 

 Ketersediaan informasi pasar 
kerja belum optimal 

 Perluasan kesempatan kerja 
di sektor informal belum 
berkembang secara optimal 

 TKI 
 

 Tidak adanya 
fungsional 
Pengantar Kerja 
sehingga 
pelayanan 
penempatan 
tenaga kerja tidak 
bisa dilakukan 
secara optimal 

 Sistem,mekanisme 
&sarpras informasi 
kepada pencari 
kerja maupun 
perusahaan belum 
optimal & efektif 

 Inovasi program 
perluasan 
lapangan kerja 
sektor informal 
masih minim 
sehingga angkatan 
kerja muda & 
berpendidikan 
kurang tertarik 
berusaha di sektor 
informal 

 Koordinasi lintas 
sektoral yg 
berkontribusi 

 SistemKomputerisa
si Kartu 
Tenaga Kerja Luar 
Negeri (Sisko 
KTKLN) serta 
Pembekalan Akhir 
Pemberangkatan 
(PAP) untuk 
meminimalkan 
masalah TKI 

 Perlunya 
peningkatan sarana 
penunjang IT 
sebagai sarana 
informasi yg 
memudahkan & 
memperluas 
jangkauan 
pelayanan 

 Perlu adanya 
sosialisasi ke 
masyarakat tentang 
pelaksanaan TKI 
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terhadap 
penciptaan 
lapangan kerja 
formal & informal 
belum optimal 

 Kualitas SDM 
angkatan kerja 
relatif rendah 
sehingga kurang 
memiliki daya 
saing untuk 
mendapat 
pekerjaan 

 Lulusan dunia 
pendidikan belum 
sepenuhnya 
sinkron 
dengan kebutuhan 
dunia usaha 

 Lapangan kerja di 
sektor formal 
relatif terbatas 
dibandingkan 
pertambahan 
angkatan kerja 

 Kualifikasi pencari 
kerja belum 
sepenuhnya cocok 
dengan kebutuhan 
pasar kerja 

 Masih relatif 
kecilnya 
kepedulian 
perusahaan untuk 
melaporkan 
lowongan kerja 

 Peluang kerja di 
luar negeri masih 
didominasi 
jabatan/ 
pekerjaan informal 
sehingga rentan 
dari segi 
perlindungan 

 Angkatan kerja 
(terutama yg 
berusia muda ) 
lebih memilih 
bekerja di sektor 
formal 
dibandingkan 
informal 
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3 Penciptaan hubungan industrial 
yang harmonis dan perbaikan 
iklim ketenagakerjaan 

 Tingginya konflik 
ketenagakerjaan dalam 
penentuan UMK 

 Masih rendahnya 
perlindungan terhadap 
tenaga kerja 

 

 Minimnya kualitas 
dan kuantitas 
Mediator 
Hubungan  
Industrial yg 
memediasi kasus 
perselisihan 

 Belum optimalnya 
pembinaan 
kelembagaan 
hubungan 
industrial terhadap 
pengusaha 
maupun pekerja 

 Minimnya 
kepedulian 
perusahaan untuk 
membentuk LKS 
Bipartit di 
perusahaannya 

 Regulasi aturan 
mengenai upah 
minimum masih 
belum bisa 
dijadikan acuan 
secara permanen 

 Perbedaan 
kepentingan 
antara pengusaha 
dengan pekerja 

 Adanya dukungan 
dana APBD 

 Adanya tim survey  
untuk menentukan 
UMK 

 Peningkatan 
pembuatan PP 
(Peraturan 
Perusahaan) dan 
PKB (Perjanjian 
Kerja Bersama) di 
perusahaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 Peningkatan perlindungan 
tenaga kerja, mencipatakan rasa 
keadilan dalam dunia usaha dan 
pengembangan sistem pengawas 
ketenagakerjaan  

Norma kerja 

 Perlindungan tenaga kerja 
melalui Program Jamsostek 
belum optimal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K3 

 Penerapan dan penegakan 
hukum norma 
ketenagakerjaan belum 
optimal 

 

 

 Pembinaan kepada 
perusahaan terkait 
kepesertaan 
Jamsostek bagi 
buruh/pekerja 
masih belum 
optimal 

 Kurangnya 
kesadaran 
perusahaan untuk 
mendaftarkan 
tenaga 
kerjanya menjadi 
peserta 
Jamsostek 

 

 Kualitas dan 
kuantitas 
fungsional 
Pengawas 
Ketenagakerjaan 
tidak sebanding 
dengan jumlah 

 Minimnya 
kesadaran 
perusahaan untuk 
melaporkan 
perusahaannya 
sesuai UU No. 7 
Tahun 1981 
tentang wajib lapor 
ketenagakerjaan di 
perusahaan 

 

 Perubahan Program  
Jamsostek menjadi 
BPJS 
Ketenagakerjaan 

 SatgasPengawasn 
Ketenagakerjaan 
untuk mendorong 
penegakan hukum 
norma 
ketenagakerjaan 
 
 
 
 
 
 

 Adanya dukungan 
dana APBD 
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Tabel 3.1.8 

Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan berdasarkan Sasaran Renstra 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beserta Faktor Penghambat 

dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

No 
Sasaran Jangka Menengah 

Renstra Kementerian Tenaga 
Kerja 

Permasalahan Pelayanan Dinas 
Tenaga Kerja Kab. Lamongan 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 Terbangunnya 144 kawasan 
untuk mendukung redistribusi 
lahan terkait program reformasi 
agraria 

   

2 Berkembangnya 20 Kawasan 
Perkotaan Baru  

Pelaksanaan program 
transmigrasi belum optimal 

 Tidak 
seimbangnya 
animo masyarakat 
dengan 
kesempatan 
bertransmigrasi 

 Masih banyaknya 
lokasi transmigrasi 
yang tidak 
berkembang 

 Adanya dukungan 
dana APBD 

 

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Lamongan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari Renstra 

Dinas Tenaga Kerja, sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1.9 
Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kab. Lamongan Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas 
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat 

dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

No 

Sasaran Jangka Menegah 
Renstra Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi  Propinsi 

Jawa Timur 

Permasalahan Pelayanan 
Disnaker Kab. Lamongan 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 2 3 4 5 

1 Meningkatnya 
ketrampilan/kompetensi tenaga 
kerja & produktivitas kerja 

 belum adanya 
instruktur yang dimiliki 
BLK 

 BLK belum 
memberikan 
pelayanan pelatihan 
kerja secara optimal 

 Belum adanya 
penyaluran lulusan 
pelatihan ke 
perusahaan 

 Belum adanya 
monitoring kepada 
lulusan pelatihan 

 

 Minimnya kualitas dan 
kuantitas Instruktur & 
SDM 
pengelola pelatihan 

 Belum maksimalnya 
sosialisasi & 
pemasaran program 
pelatihan kepada 
masyarakat, dunia 
usaha/industri, dunia 
pendidikan 

 Masihterbatasnya 
modul dan standar-
standar pelatihan kerja 
dan pelatihan 
kewirausahaan 

 Masih terbatasnya 
Tempat Uji Kompetensi 
beserta sumber daya 
pendukungnya 

 Jumlah angkatan kerja 
yg tidak 

 Penguatan sarana dan 
prasarana BLK 

 Adanya dukungan dana 
APBD 

 Meningkatnya proporsi 
sekolah kejuruan untuk 
mencetak calon tenaga 
kerja terampil/kompeten 
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terampil/kompeten 
masih tinggi 

 Sebagian masyarakat 
belum 
mengenal BLK 
sehingga tidak 
mendapat informasi 
program pelatihan yg 
dilaksanakan secara 
memadai 

 Masih banyak wilayah 
yang 
belum terjangkau oleh 
pelayanan BLK 

2 Meningkatnya penempatan 
tenaga kerja & perluasan 
kesempatan kerja di sektor 
informal 

 Belum tersedianya 
tenaga kerja sesuai 
kualifikasi sehingga 
masih banyak yg belum 
diterima di pasar kerja 

 Ketersediaan informasi 
pasar kerja belum 
optimal 

 Perluasan kesempatan 
kerja di sektor informal 
belum berkembang 
secara optimal 

 

 Tidak adanya 
fungsional Pengantar 
Kerja sehingga 
pelayanan penempatan 
tenaga kerja tidak bisa 
dilakukan secara 
optimal 

 Sistem,mekanisme 
&sarpras informasi 
kepada pencari 
kerja maupun 
perusahaan belum 
optimal & efektif 

 Inovasi program 
perluasan lapangan 
kerja sektor informal 
masih minim sehingga 
angkatan kerja muda & 
berpendidikan kurang 
tertarik berusaha di 
sektor informal 

 Koordinasi lintas 
sektoral yg 
berkontribusi terhadap 
penciptaan lapangan 
kerja formal & informal 
belum optimal 

 Kualitas SDM angkatan 
kerja 
relatif rendah sehingga 
kurang memiliki daya 
saing untuk mendapat 
pekerjaan 

 Lulusan dunia 
pendidikan belum 
sepenuhnya sinkron 
dengan kebutuhan 
dunia usaha 

 Lapangan kerja di 
sektor formal relatif 
terbatas dibandingkan 
pertambahan angkatan 
kerja 

 Kualifikasi pencari 
kerja belum 
sepenuhnya cocok 
dengan kebutuhan 
pasar kerja 

 Masih relatif kecilnya 
kepedulian perusahaan 
untuk 
melaporkan lowongan 
kerja 

 Peluang kerja di luar 
negeri masih 
didominasi jabatan/ 

 Sistem 
KomputerisasiKaru 
Tenaga Kerja Luar 
Negeri (Sisko KTKLN) 
serta 
Pembekalan Akhir 
Pemberangkatan (PAP) 
untuk 
meminimalkan masalah 
TKI 

 Ketersediaan IT sebagai 
sarana informasi yg 
memudahkan & 
memperluas jangkauan 
pelayanan 
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pekerjaan informal 
sehingga rentan dari 
segi perlindungan 

 Angkatan kerja 
(terutama yg berusia 
muda ) lebih memilih 
bekerja di sektor formal 
dibandingkan informal 

3 Meningkatnya kondisi 
hubungan industrial yang 
kondusif & kesejahteraan 
pekerja 

 Tingginya konflik 
ketenagakerjaan dalam 
penentuan UMK 

 Masih rendahnya 
perlindungan terhadap 
tenaga kerja 

 

 Minimnya kualitas dan 
kuantitas 
MediatorHubungan  
Industrial yg memediasi 
kasus 
perselisihan 

 Belum optimalnya 
pembinaan 
kelembagaan 
hubungan 
industrial terhadap 
pengusaha maupun 
pekerja 

 Minimnya kepedulian 
perusahaan untuk 
membentuk LKS 
Bipartit di 
perusahaannya 

 Regulasi aturan 
mengenai upah 
minimum masih belum 
bisa dijadikan acuan 
secara permanen 

 Perbedaan 
kepentingan 
antara pengusaha 
dengan pekerja 

 Adanya dukungan dana 
APBD 

 Adanya tim survey  
peningkatan peranan 
Tim Survey KHL untuk 
menentukan UMK 

 Peningkatan pembuatan 
PP 
(Peraturan Perusahaan) 
dan 
PKB (Perjanjian Kerja 
Bersama) di perusahaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 Meningkatnya pengawasan 
ketenagakerjaan, K3 serta 
perlindungan pekerja/buruh 

Norma kerja 

 Perlindungan tenaga 
kerja melalui Program 
Jamsostek belum 
optimal 
 

 
 
 
 
 
 
K3 

 Penerapan dan 
penegakan hukum 
norma ketenagakerjaan 
belum optimal 

 

 

 Pembinaan kepada 
perusahaan terkait 
kepesertaan Jamsostek 
bagi 
buruh/pekerja masih 
belum optimal 

 Kurangnya kesadaran 
perusahaan untuk 
mendaftarkan tenaga 
kerjanya menjadi 
peserta Jamsostek 

 

 Kualitas dan kuantitas 
fungsional Pengawas 
Ketenagakerjaan tidak 
sebanding dengan 
jumlah 

 Minimnya kesadaran 
perusahaan untuk 
melaporkan 
perusahaannya 
sesuai UU No. 7 Tahun 
1981 tentang wajib 
lapor ketenagakerjaan 
di perusahaan 

 

 Perubahan Program  
Jamsostek menjadi 
BPJS Ketenagakerjaan 

 SatgasPengawasn 
Ketenagakerjaan untuk 
mendorong penegakan 
hukum 
norma ketenagakerjaan 
 
 
 

 

 Adanya dukungan dana 
APBD 

 Peran pengawasan 
ketenagakerjaan harus 
optimal 

5 Meningkatnya penempatan 
transmigran yang berkualitas & 
kemandirian transmigran 

Pelaksanaan program 
transmigrasi belum 
optimal 

 Tidak seimbangnya 
animo masyarakat 
dengan kesempatan 
bertransmigrasi 

 Masih banyaknya 
lokasi transmigrasi 
yang tidak 
berkembang 

 Adanya dukungan dana 
APBD 
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3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan, ke depan Kabupaten 

Lamongan berupaya mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan 

berbasis pada sektor pertanian, industri dan pariwisata serta mampu mengoptimalkan penggunaan 

sumber daya alam dan melindungi masyarakat dari bencana alam. 

Sedangkan fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan adalah: 

1. Sebagai mantra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

2. Sebagai penyelaras antara kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, dan daerah; 

3. Sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah; 

4. Sebagai acuan bagi instansi pemerintah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam 

pemanfaatan ruang di kabupaten. 

Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan, maka  kebijakan 

penataan ruang wilayah kabupaten meliputi: 

1. Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah utara sebagai penunjang kegiatan industri 

dan pariwisata; 

2. Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah selatan sebagai penunjang kegiatan 

agropolitan; 

3. Pengembangan transportasi untuk menunjang kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman 

perdesaan serta integrasi antar kegiatan wilayah; 

4. Pemerataan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan pertanian, industri dan pariwisata; 

5. Pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan sumberdaya 

alam dan buatan; dan 

6. Pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem keberlanjutan dalam jangka 

panjang; 

7. Pengembangan kegiatan pendukung Kawasan Brondong-Paciran sebagai kegiatan pelabuhan, 

perindustrian dan pariwisata, pengembangan Kawasan Babat sebagai kegiatan perdagangan 

skala regional dan Kawasan Ngimbang sebagai pengembangan kegiatan agro-industri; 

8. Pengembangan kawasan pesisir dengan mempertahankan dan memperbaiki ekosistem pesisir, 

serta optimalisasi pengembangan kawasan pantai utara Jawa Timur. 
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3.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) adalah rangkaian analisis yang sistematis, 

menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah 

menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan 

program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan 

mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan 

iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, 

meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan 

terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan 

sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong 

perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya 

telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan 

penghidupan (livelihood sustainability ) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko 

terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.  

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir 

(framework of thinking ) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah 

untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan 

(mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan 

program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga 

kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan. 

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah 

wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi 

dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau 

program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah 

daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, 

rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.  

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah 

Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 



 

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN 

44 

 

REVIU 

Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan 

prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Didalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja Kab. Lamongan memiliki faktor-faktor 

eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam 

pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi 

setiap permasalahan yang ada. 

 

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis 

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota, maka Dinas Tenaga Kerja Kab. Lamongan memiliki tugas dan fungsi 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di 

bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan. Adapun urusan pemerintahan yang diemban 

oleh Dinas Tenaga Kerja Kab. Lamongan meliputi 2 (dua) urusan yakni : 

a. 1 (satu) urusan wajib, terdiri dari (1) ketenagakerjaan. 

b. 1 (satu) urusan pilihan, yaitu ketransmigrasian. 

Pada pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut, terdapat berbagai permasalahan yang 

menyebabkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan, dan transmigrasi tidak bisa berjalan optimal. 

Untuk itu diperlukan identifikasi sasaran agar dapat menetapkan capaian kinerja pelayanan di bidang 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Lamongan. 

Berikutnya, disusun metode penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Tenaga Kerja 

Kab. Lamongan antara lain dapat dilakukan dengan cara : 

1. Pembahasan melalui forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan melibatkan pihak-pihak 

yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis. 

2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut : 

a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi 

tabel sebagai berikut : 
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Tabel 3.1.10 

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis 

No  Kriteria  Bobot 

1  
Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran 

Renstra K/L atau Renstra Dinas Tenaga Kerja Kab. Lamongan 
20 

2  
Merupakan tugas dan tanggungjawab Dinas Tenaga Kerja Kab. 

Lamongan 
10 

3  Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik  20 

4  Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah  10 

5  Kemungkinan atau kemudahannya ditangani  15 

6  Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan  25 

T O T A L 100 

 

b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala 

tersebut pada huruf (b), dengan mengisi tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1.11 

Nilai Skala Kriteria 

No Isu Strategis 
Nilai Skala Kriteria ke - Total 

Skor 
1 2 3 4 5 6 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. Banyaknya warga Lamongan yang menjadi 

TKI dan mendapat masalah di Negara   

tempat bekerjanya 

20 10 20 5 7 18 80 

2. Rendahnya kualitas tenaga kerja 20 10 20 10 10 25 95 

3. Masih terbatasnya pelaksanaan uji 

kompetensi bagi tenaga kerja/angkatan kerja 
20 10 20 6 5 18 79 

4. Belum tersedianya tenaga kerja sesuai 

kualifikasi sehingga masih banyak yang 

belum diterima di pasar kerja 

20 10 20 10 10 25 95 

5. Ketersediaan informasi pasar kerja belum 

optimal 
20 10 20 10 7 25 92 

6. Tingginya konflik ketenagakerjaan dalam 

penentuan UMK dan masih rendahnya 

perlindungan terhadap tenaga kerja 

20 10 20 8 8 10 76 

7. Perlindungan tenaga kerja melalui Program 

Jamsostek belum optimal. 
20 10 20 8 7 10 75 

8. Penerapan dan penegakan hukum norma 

ketenagakerjaan belum optimal. 
20 10 20 8 8 10 76 

9. Pemberangkatan calon transmigran tidak 

optimal/sering tertunda keberangkatannya. 
20 10 20 6 8 25 89 
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c. Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-

tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.1.12 

Rata-rata Skor Isu-isu Strategis 

No Isu-isu Strategis Total Skor Rata-rata Skor 

(1) (2) (3) (4) 

1. 

Banyaknya warga Lamongan yang menjadi 

TKI dan mendapat masalah di Negara tempat 

bekerjanya 

80 13,3 

2. Rendahnya kualitas tenaga kerja 95 15,8 

3. 
Masih terbatasnya pelaksanaan uji 

kompetensi bagi tenaga kerja/angkatan kerja 
79 13,2 

4. 

Belum tersedianya tenaga kerja sesuai 

kualifikasi sehingga masih banyak yang belum 

diterima di pasar kerja 

95 15,8 

5. 
Ketersediaan informasi pasar kerja belum 

optimal 
92 15,3 

6. 

Tingginya konflik ketenagakerjaan dalam 

penentuan UMK dan masih rendahnya 

perlindungan terhadap tenaga kerja 

76 12,7 

7. 
Perlindungan tenaga kerja melalui Program 

Jamsostek belum optimal. 
75 12,5 

8. 
Penerapan dan penegakan hukum norma 

ketenagakerjaan belum optimal. 
76 12,7 

9. 
Pemberangkatan calon transmigran tidak 

optimal/sering tertunda keberangkatannya. 
89 14,8 

 

Berdasarkan rata-rata skor isu-isu strategis di atas, maka dapat disimpulkan urutan / 

rangking isu-isu strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan sebagai berikut : 

1. Rendahnya kualitas tenaga kerja; 

2. Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi sehingga masih banyak yang belum diterima di 

pasar kerja; 

3. Ketersediaan informasi pasar kerja belum optimal; 

4. Pemberangkatan calon transmigran tidak optimal/sering tertunda keberangkatannya dan 

terbatasnya alokasi; 

5. Banyaknya warga Lamongan yang menjadi TKI dan mendapat masalah di Negara tempat 

bekerjanya; 

6. Masih terbatasnya pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga kerja/angkatan kerja; 
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7. Tingginya konflik ketenagakerjaan dalam penentuan UMK dan masih rendahnya 

perlindungan terhadap tenaga kerja; 

8. Penerapan dan penegakan hukum norma ketenagakerjaan belum optimal; 

9. Perlindungan tenaga kerja melalui Program Jamsostek belum optimal. 
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BAB IV 

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI 

DAN KEBIJAKAN 

 

4.1. Visi dan Misi OPD 

V i s i  : 

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang di dalamnya mencerminkan apa yang ingin 

dicapai dan kemana suatu organisasi diarahkan. Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal 

masa depan yang ingin diwujudkan. Visi merupakan arah langkah kedepan dengan penuh kepastian. 

Visi mampu merupakan gambaran konseptual tentang hari depan yang ingin diwujudkan dan mampu 

menyemangati. 

Bertumpu pada konsep visi tersebut, Kabupaten Lamongan menetapkan visi 

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”. 

Visi Kabupaten Lamongan tersebut, tidak akan bisa terwujud dan diwujudkan manakala 

tidak didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dinas Tenaga Kerja memiliki keunggulan-

keunggulan atau kelebihan-kelebihan dan daya saing yang tinggi menuju “ Terwujudnya Lamongan 

Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing “ 

Keunggulan ini dapat diwujudkan mempersyaratkan adanya potensi dan kompetensi untuk 

bisa lebih produktif, memiliki daya kreatif dan inovatif yang tinggi sesuai tuntutan lingkungan strategi 

yang senantiasa terus mengalami perubahan dan tumbuh kembang yang semakin dinamis dan 

komplek. Lebih produktif berarti menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan, dan memiliki daya 

kreasi dan inovasi produk secara berkelanjutan yang tinggi, serta memiliki daya saing, baik daya 

saing komparatif maupun daya saing manfaat (comparative and advantage competitive) untuk 

mewujudkan mayarakat Kabupaten Lamongan menjadi masyarakat yang sejahtera dari segi 

ekonomi, serta rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat yang dilandasi dengan 

meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta 

berkembangnya kehidupan demokrasi dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan 

pemberdayaan masyarakat. 

Kompetensi ini merupakan kemampuan yang berupa pengetahuan, keahlian, dan 

ketrampilan, sikap dan perilaku serta etika yang diperlukan untuk melaksanakan apa yang menjadi 
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tugas pokok, fungsi dan peran yang dimainkannya. Karenanya menuntut adanya “Sense of 

responsibility  and professionally” dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan 

peran masing-masing. Sense of responsibility, menghendaki setiap pelaku kepentingan memiliki rasa 

bertanggung jawab, yakni mau dan mampu bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan 

segala sikap, perilaku, tindakan dalam bingkai melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, 

dan kewenangan yang diamanahkan kepadanya. Sementara professionally lebih mengarah pada 

kompetensi bagi setiap pelaku kepentingan. Kompetensi merupakan kemampuan yang berupa 

pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan apa 

yang menjadi tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya.   

 

M i s i  : 

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana 

dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Visi dapat terwujud apabila Instansi 

Pemerintah mempunyai misi yang jelas sehingga pada gilirannya dapat menyelaraskan dengan 

potensi masalah dan kendala yang dihadapi. 

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Lamongan maka dirumuskan dalam 5 

(lima) misi sebagai berikut : 

Misi ke-1  
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Pendidikan Dan Kesehatan; 

Misi ke-2  
Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah; 

 
Misi ke-3 

Memantapkan Sarana dan Prasarana Dasar engan Menjaga Kelestarian Lingkungan; 

Misi ke-4  

Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.  

Misi ke-5 

Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya 

lokal; 
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Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kab. 

Lamongan adalah Misi ke-5 (lima) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 yaitu “Memantapkan kehidupan masyarakat yang 

tenteram  dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal”. Dalam rangka mendukung 

pencapaian misi ke-5 ditetapkan  tujuan : “Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, 

tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan 

masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran“ serta sasaran ke-3 dan 9. Sasaran 

strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kab. 

Lamongan adalah  “Meningkatnya penduduk yang bekerja” 

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD 

T u j u a n  : 

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, perlu 

ditetapkan tujuan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang diserahkan kepada 

OPD. Disamping itu juga dalam rangka  

memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah 

ditetapkan dapat diuraikan sebagaimana berikut : 
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Tabel 4.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan 

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 

RUMUS 

 
Ket 

KONDISI 
AWAL 
2015 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
KONDISI 
AKHIR 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Meningkatnya  
penduduk yang 
bekerja 

Meningkatnya 
Perlindungan 
Pekerja 
  

Persentase 
Peningkatan Pekerja 
yang Mengikuti 
Program BPJS 
Ketenagakerjaan  

Jumlah Pekerja yang 
Mengikuti Program BPJS 
Ketenagakerjaan Tahun N 

- Tahun N-1 
x 100 % 0 0 3.98% 4.43% 4.82% 5.15% 5.42% 5.42% 

 Tahun N-1 

 Persentase 
Penyelesaian 
Perselisihan Kerja 

Jumlah Perselisihan Kerja 
yang Terselesaikan 

X 100 % 0 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 Jumlah Perselisihan Kerja 

yang Ada  

 Meningkatnya 
Kesejahteraan 
Pekerja 

Persentase 
Peningkatan Pekerja 
yang Sudah 
Menerima Upah 
Minimum Kabupaten 
(UMK) 

Jumlah Tenaga Kerja yang 
Menerima Upah Minimum 
Kabupaten  (UMK)  Tahun 

N - Tahun N-1 
x 100 % 0 0 1.41% 1.95% 2.18% 2.40% 2.87% 2.87% 

 Tahun N-1 

 Meningkatnya 
Penempatan 
Kerja 

Persentase 
Peningkatan 
Penempatan Kerja di 
Sektor Formal 

Jumlah Tenaga Kerja yang 
ditempatkan Tahun N - 

Tahun N-1 
x 100 % 0 0 1.06% 1.12% 1.22% 1.28% 1.51% 1.51%  Tahun N-1 
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No TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA RUMUS 
 

Ket 
KONDISI 

AWAL 2015 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

KONDISI 
AKHIR 

  1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 

  Terlaksananya 
Tugas Pokok 
dan Fungsi 
Dinas Tenaga 
Kerja 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

0 0 0 0 76 77 78 78 
 

Pada Dokumen RPJMD Kab. Lamongan, Dinas Tenaga Kerja Kab. Lamongan mendukung urusan tenaga kerja dengan tujuan dan indikator sasaran 

yang selaras dengan RPJMD sebagaimana berikut : 
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Tabel 4.2 

Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran  
Dinas Tenaga Kerja Kab. Lamongan Tahun 2016-2021 

Urusan Tenaga Kerja 
MISI 5 

Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal 

R
P

JM
D

 K
ab

u
p

at
en

 

L
am

o
n

g
an

 

T
ah

u
n

 2
01

6-
20

21
 

Tujuan   
Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui 

pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran  

Sasaran 2 
Meningkatnya penduduk yang bekerja 

Tujuan, dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja 

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Penanggung jawab 

Meningkatnya 
penduduk yang 
bekerja  

1.  Meningkatnya 
Perlindungan 
Pekerja 

 

Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS 
Ketenagakerjaan 

Bidang Hubungan Industrial 
dan Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja 

Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja 
Bidang Hubungan Industrial 
dan Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja 

2. Meningkatnya 
Kesejahteraan 
Pekerja 

Persentase Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum 
Kabupaten (UMK) 

Bidang Hubungan Industrial 
dan Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja 

3. Meningkatnya 
Penempatan Kerja 

Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal 

1. Bidang Informasi Pasar Kerja 
2. Bidang Pelatihan Kerja 
3. Bidang penempatan tenaga 

kerja dan perluasan 
kesempatan kerja 

4. Terlaksananya 
Tugas Pokok dan 
Fungsi Dinas 
Tenaga Kerja 

Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat 
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Tabel 4.3 
Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data, dan Penetapan Target Urusan Ketenagakerjaan 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Formulasi 
Kondisi 

Awal 
Target RPJMD 

Kondisi 
Akhir 

Meningkatnya penduduk 
yang bekerja 
 
 

Persentase 
Penduduk yang 
Bekerja 

 
Bekerja 

Angkatan Kerja 
 

 
 

X100 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

96.44 % 96.46 % 
95.85 -
96.55 % 

95.87 - 
96.66 % 

95.89 - 
96.78 % 

95.92 - 
96.89 % 

96.55 - 
97.00 % 

96.55 - 
97.00 % 

 
Sasaran ke-1 

Meningkatnya Perlindungan Pekerja 

 
INDIKATOR 

FORMULASI 
 

Definisi 
Operasional 

Sumber Data 
KONDISI 

AWAL 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

KONDISI 
AKHIR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Persentase 
Peningkatan Pekerja 
yang Mengikuti 
Program BPJS 
Ketenagakerjaan  
 
Persentase 
Penyelesaian 
Perselisihan Kerja 

Jumlah Pekerja yang 
Mengikuti Program BPJS 
Ketenagakerjaan Tahun N 

- Tahun N-1 x 100 

Ukuran Untuk 
Menghitung 
Peningkatan Jumlah 
Pekerja yang 
Mengikuti Program 
BPJS 
Ketenagakerjaan 

Bidang 
Hubungan 
Industrial dan 
Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja 

0 0 3.98% 4.43% 4.82% 5.15% 5.42% 5.42% 

Tahun N-1 

Jumlah Perselisihan Kerja 
yang Terselesaikan 

X 100 

Ukuran untuk 
Menghitung Jumlah 
Penyelesaian Kasus 
Perselisihan Kerja 

Bidang 
Hubungan 
Industrial dan 
Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja 

0 0 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Jumlah Perselisihan Kerja 

yang Ada  
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Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data, dan Penetapan Target Urusan Ketenagakerjaan 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Formulasi 
Kondisi 

Awal 
Target RPJMD 

Kondisi  
Akhir 

Meningkatnya 
penduduk 
yang bekerja 

Persentase 
Penduduk yang 
Bekerja 

 
Bekerja 

Angkatan Kerja 
 

 
 

X100 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

96.44 % 96.46 % 
95.85 -
96.55 % 

95.87 - 
96.66 % 

95.89 - 
96.78 % 

95.92 - 
96.89 % 

96.55 - 
97.00 % 

96.55 - 97.00 % 

Sasaran ke-2 
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja 

  
INDIKATOR  

FORMULASI 
 

Definisi 
Operasional 

Sumber Data 
KONDISI 

AWAL  
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

KONDISI 
AKHIR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Persentase 
Peningkatan Pekerja 
yang Sudah 
Menerima Upah 
Minimum Kabupaten 
(UMK) 

Jumlah Tenaga Kerja yang 
Menerima Upah Minimum 
Kabupaten  (UMK)  Tahun 

N - Tahun N-1 x 100 

Ukuran untuk 
menghitung 
peningkatan 
pekerja yang 
menerima Upah 
Minimum 
Kabupaten 
(UMK) 

Bidang 
Hubungan 
Industrial 
dan Jaminan 
Sosial 
Tenaga 
Kerja 

0 0 1.41% 1.95% 2.18% 2.40% 2.87% 2.87% 

Tahun N-1 
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Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data, dan Penetapan Target Urusan Ketenagakerjaan 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Formulasi 
Kondisi 

Awal 
Target RPJMD 

 
Kondisi  

Akhir 

Meningkatnya 
penduduk 
yang bekerja 

Persentase 
Penduduk 
yang Bekerja 

 
Bekerja 

Angkatan Kerja 
 

 
 

X100 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

96.44 % 96.46 % 
95.85 -
96.55 % 

95.87 - 
96.66 % 

95.89 - 
96.78 % 

95.92 - 
96.89 % 

96.55 - 
97.00 % 

96.55 - 97.00 % 

Sasaran ke-3 
Meningkatnya Penempatan Kerja 

  
INDIKATOR  FORMULASI 

 
Definisi 

Operasional 
Sumber Data 

KONDISI 
AWAL  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 KONDISI AKHIR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Persentase 
Peningkatan 
Penempatan 
Kerja di Sektor 
Formal 

Jumlah Tenaga Kerja 
yang ditempatkan Tahun 

N - Tahun N-1 x 100 
 
 
 
 

Ukuran Untuk 
Menghitung 
Jumlah 
Peningkatan 
Penempatan Kerja 

1. Bidang 
Informasi 
Pasar Kerja 

2. Bidang 
Pelatihan 
Kerja 

3. Bidang 
penempatan 
tenaga kerja 
dan 
perluasan 
kesempatan 
kerja 

0 0 1.06% 1.12% 1.22% 1.28% 1.51% 1.51% 

Tahun N-1 
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Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data, dan Penetapan Target Urusan Ketenagakerjaan 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Formulasi 
Kondisi 

Awal 

Target RPJMD 
 
 

 
Kondisi  

Akhir 

Meningkatnya 
penduduk 
yang bekerja 

Persentase 
Penduduk yang 
Bekerja 

 
Bekerja 

Angkatan Kerja 
 

 
 

X100 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

96.44 % 96.46 % 
95.85 -
96.55 % 

95.87 - 
96.66 % 

95.89 - 
96.78 % 

95.92 - 
96.89 % 

96.55 - 
97.00 % 

96.55 - 97.00 % 

Sasaran ke-4 
Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja 

  
INDIKATOR  FORMULASI 

  
Definisi 

Operasional 
Sumber Data 

KONDISI 
AWAL  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 KONDISI AKHIR 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

  
Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

Untuk 
menghitung 
hasil 
perhitungan 
Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 

Sekretariat 0 0 0 0 76 77 78 78 
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4.3. Arah Kebijakan dan Strategi 
 

Tabel 4.4 
Penyelarasan Arah kebijakan dan Strategi Urusan Tenaga Kerja 

MISI 5 

Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal 

R
P

JM
D

 K
ab

u
p

at
en

 

L
am

o
n

g
an

 

T
ah

u
n

 2
01

6
-2

02
1 

Tujuan   

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan 
kemiskinan dan pengangguran  

Sasaran 1 

Meningkatnya penduduk yang bekerja 

Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi 

Meningkatnya penduduk yang 

bekerja 

1.  Meningkatnya Perlindungan Pekerja 1. Menciptakan hubungan harmonis pemerintah, 
pengusaha dan pekerja  

 

1. Penguatan kapasitas dan pemberdayaan 
kelembagaan hubungan industrial untuk mendukung 
terciptanya iklim hubungan industrial yang harmonis 
dan kondusif 

2. Memberikan pembinaan kepada perusahaan 
sebagai pengguna  tenaga kerja dalam rangka 
perlindungan tenaga kerja 

2.  Meningkatnya kesejahteraan pekerja 1. Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui 
hubungan industrial yang dinamis, dialogis 
dan harmonis. 

1. Perbaikan syarat kerja dan sistem pengupahan 
untuk mendukung terciptanya iklim hubungan 
industrial yang harmonis dan kondusif, serta 
mendukung upaya perlindungan dan perbaikan 
kesejahteraan pekerja 

3.  Meningkatnya penempatan kerja 1. Pemantauan penempatan tenaga kerja di sektor 
formal  
 

1. Melakukan pendataan Penempatan Tenaga kerja 
pada perusahaan sebagai pengguna tenaga kerja  
formal  

2. Optimalisasi penempatan tenaga kerja di sektor 
formal melalui program Antar Kerja Lokal (AKL), 
Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja 
Antar Negara (AKAN) 

2. Pengembangan dan perluasan penciptaan 
kesempatan kerja di sector formal yang produktif 
dan remuneratif. 

1. Pengembangan jejaring informasi pasar kerja untuk 
mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di pasar 
kerja. 

2. Pemberdayaan tenaga kerja untuk menggerakkan 
ekonomi produktif masyarakat di sektor informal 
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  3. Meningkatkan ketrampilan pencari kerja dan 
memaksimalkan peran perusahaan dan LPS  

 
 

1. Pembinaan dan pengembangan produktivitas 
masyarakat dan kalangan industry 

2. Peningkatan profesionalisme tenaga pelatihan dan 
instruktur pelatihan kerja 

3. Pemberdayaan tenaga kerja untuk menggerakkan 
ekonomi produktif masyarakat di sektor informal. 

4. Peningkatan keterampilan, 
kompetensi dan kualitas 
produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga 
kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing 

 

1. Optimalisasi pelatihan serta perbaikan kurikulum 
pelatihan guna mendukung terwujudnya tenaga 
kerja dgn tingkat keterampilan dan kompetensi yang 
berorientasi pada kebutuhan pasar kerja 
 

2. Pengembangan standar kompetensi kerja dan 
sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja 

 
3. Peningkatan kualitas dan optimalisasi fungsi 

lembaga-lembaga pelatihan kerja 

5. Peningkatan keterampilan, kualitas dan 
pengalaman tenaga kerja  

1. Pembinaan dan pemagangan tenaga kerja ke 
perusahaan dalam negeri di wilayah Kab. 
Lamongan 
 

2. Memfasilitasi siswa EKS BLK ke perusahaan yang 
membutuhkan tenaga kerja 

6. Menyiapkan calon Transmigran yang  produktif dan 
mewujudkan masyarakat transmigrasi yang mandiri 
dan berkualitas 

1. Meningkatkan kualitas kemampuan dan 
produktifitas bagi calon transmigran untuk 
mewujudkan transmigran yang mandiri 

4. Terlaksananya tugas pokok dan fungsi 
Dinas Tenaga Kerja 

1. Melakukan perencanaan dalam hal program dan 
kegiatan dalam mendukung penurunan TPT 

1. Melaksanakan tugas dan fungsi, perencanaan 
program dan kegiatan serta evaluasi 
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BAB V 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,  

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 

 

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai 

setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program 

dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Lamongan.  

Adapun yang dimaksud dengan program adalah bentuk Instrumen kebijakan yang 

berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD  atau masyarakat untuk  mencapai 

sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari 

suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang merupakan kontribusi 

bagi pencapaian visi dan misi organisasi dengan kegiatan merupakan aspek operasional dari 

suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi 

organisasi. 

Selanjutnya yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah alat ukur spesifik, baik 

secara kuantitatif atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat ataupun 

dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. 

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi,misi, tujuan dan 

sasaran OPD  adalah sebagai berikut : 
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Tabel 5.1 

Penyelarasan Formulasi Sasaran dan Program serta Matriks Program 

 

  
    

 

1. Penyelarasan Formulasi Sasaran dan Program 

  
 

Tujuan  Sasaran Program 
Program 

Indikator Kinerja 
Program 

Formulasi 
Penanggung 

Jawab 

1 2 3 4 5 6 

            
Meningkatnya 
penduduk yang 
bekerja 

Terlaksananya tugas 
pokok dan fungsi 
Dinas Tenaga Kerja 

Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

% Unit kerja internal yang 
terlayani dengan baik 

Jmlh unit kerja yang terlayani 
dengan baik x 100 

Sekretariat 

Jmlh unit kerja yang ada  

  Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

% Sarana prasarana 
aparatur dengan kondisi 
baik 

Jmlh sarpras aparatur yang 
berkondisi baik x 100 

  Jml sarpras yang ada  

    Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

%  Aparatur yang disiplin Jmlh apratur yang disiplin 
x 100 

    Jmlh aparatur yang ada  

    Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

% Tingkat Penyelesaian 
tugas setelah mengikuti 
peningkatan kapasitas 
sumberdaya aparatur 

Jmlh sumber daya aparatur yang 
mengikuti diklat 

x 100 
    Jmlh sumber daya aparatur yang 

ada  

    Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

% Jumlah dokumen 
perencanaan, laporan 
kinerja dan laporan 
keuangan yang tepat 
waktu 

Jmlh dok prenc, lprn kinerja & lprn 
keu yang dikirim tpt wkt x 100 

    Jmlh dokumen  

  Meningkatnya 
penempatan kerja  

Program Peningkatan 
Kualitas Tenaga Kerja 

Jumlah Tenaga Kerja 
yang memiliki kompetensi Jumlah tenaga kerja yang 

memiliki kompetensi  

Bidang 
Pelatihan Kerja 
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  Meningkatnya 

penempatan kerja  
Program Peningkatan 
Penempatan Tenaga Kerja 
dan Perluasan Kerja 

Jumlah Tenaga Kerja 
yang ditempatkan di 
sektor Formal 

Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di 
sektor formal 

Bidang 
penempatan 
tenaga kerja 
dan perluasan 
kesempatan 
kerja 

  

Meningkatnya 
Perlindungan 
Pekerja 

Program Perlindungan  
Pengembangan Lembaga 
Ketenagakerjaan 

% Penyelesaian 
perselisihan hubungan 
industrial melalui tripartit 

Jmlh perselisihan industrial yang 
tertangani 

x 100 

Bidang 
Hubungan 
Industrial dan 
Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja 

Jmlh perselisihan yang ada  

  Meningkatnya 
Kesejahteraan 
Pekerja 

  Meningkatnya 
Penempatan Kerja  

Program Pengelolaan 
Informasi Pasar Kerja dan 
Produktivitas Tenaga Kerja 

Jumlah informasi pasar 
kerja yang 
terdistribusikan 

Jmlh informasi pasar kerja yang 
terdistribusikan 

Bidang 
Informasi 
Pasar Kerja 

  Meningkatnya 
penempatan kerja  

Program Transmigrasi 
Regional 

Persentase Transmigran 
yang Berhasil 
Meningkatkan Taraf 
Ekonomi dan Sosialnya 

Jumlah Transmigran yang  
Meningkat Taraf Ekonomi dan 

Sosialnya x 100 

Bidang 
penempatan 
tenaga kerja 
dan perluasan 
kesempatan 
kerja 

Jumlah Transmigran yang 
ditempatkan di Daerah Tersebut  
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2. Matriks Program 

NO PROGRAM INDIKATOR RUMUS KONDISI 
AWAL 
2015 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 KONDISI 
AKHIR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Program     
Pelayanan    
Administrasi 
Perkantoran 

Persentase unit kerja 
internal yang terlayani 
dengan baik 

Jmlh unit kerja yang terlayani 
dengan baik 

x 100 - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Jmlh unit kerja yang ada  

2 Program 
Peningkatan    
Sarana    dan  
Prasarana  Aparatur 

Persentase sarana 
prasarana aparatur 
dengan kondisi baik 

Jmlh sarpras aparatur yang 
berkondisi baik x 100 - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Jml sarpras yang ada  

3 Program   
Peningkatan    
Disiplin      Aparatur 

Persentase aparatur 
yang disiplin Jmlh apratur yang disiplin 

x 100 - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Jmlh aparatur yang ada  

4 Program 
Peningkatan   
Kapasitas   Sumber 
Daya   Aparatur 

Persentase Tingkat 
Penyelesaian Tugas 
Setelah mengikuti 
peningkatan kapasitas 
sumber daya aparatur 

Jmlh sumber daya aparatur yang 
mengikuti diklat x 100 - - - - 100% 100% 100% 100% 

Jmlh sumber daya aparatur yang 
ada  

5  Program    
Penigkatan   
Pengembangan   
Sistem  Pelaporan  
Capaian Kinerja  dan 
Keuangan 

Persentase jumlah 
dokumen perencanaan, 
laporan kinerja dan 
laporan keuangan yang 
tepat waktu 

Jmlh dok prenc, lprn kinerja & lprn 
keu yang dikirim tpt wkt x 100 - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Jmlh dokumen  
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6 Program 
Peningkatan    
Kualitas Tenaga 
Kerja 

Jumlah tenaga kerja 
yang memiliki 
kompetensi 

Jumlah tenaga kerja yang memiliki 
kompetensi 

- - - - 
160 

Orang 
192 

Orang 
224 

Orang 
224 Orang 

7 Program   
Peningkatan   
Penempatan    
Tenaga   Kerja dan 
Perluasan Kerja  

Jumlah Tenaga Kerja 
yang ditempatkan di 
sektor formal 

Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di 
sektor formal 

- - - - 
2.740 
Orang 

2.745 
Orang 

2.750 
Orang 

8.235 
Orang 

3300-
3120/31
20 

8 Program 
Perlindungan 
Pengembangan 
Lembaga 
ketenagakerjaan 

Persentase 
penyelesaian 
perselisihan hubungan 
industrial melalui tripartit 

Jmlh perselisihan industrial yang 
tertangani x 100 - - - - 100% 100% 100% 100% 

Jmlh perselisihan yang ada  

9 Program   
Pengelolaan  
Informasi Pasar 
Kerja dan 
Peningkatan 
Produktifitas Tenaga 
Kerja 

Jumlah informasi pasar 
kerja yang 
terdistribusikan 

Jmlh informasi pasar kerja yang 
terdistribusikan 

  - - - - 
2.500 
Loker 

Formal 

2.700 
Loker 

Formal 

2.900 
Loker 

Formal 

8.100 
Loker 

Formal 

10 Program      
Transmigrasi 
Regional 

Persentase 
Transmigran yang 
Berhasil Meningkatkan 
Taraf Ekonomi dan 
Sosialnya 

Jumlah Transmigran yang 
Meningkat Taraf Ekonomi dan 

Sosialnya x 100 - - - - 60.98% 61.36% 61.70% 61.70% 

Jumlah Transmigran yang 
ditempatkan di Daerah Tersebut 
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Tabel 5.2 
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif 

Dinas Tenaga Kerja Kab. Lamongan 
 

T
u

ju
an

  

S
as

ar
an

 

In
d

ik
at

o
r 

S
as

ar
an

 

Nomor 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah dan 
Program/ 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program/ 
Kegiatan 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
KONDISI AKHIR 

LOKASI 
PENANGG

UNG 
JAWAB 

Target 
capaian 
kinerja 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif 

Target 
capaian 
kinerja 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif 

Target 
capaian 
kinerja 

Kebutuha
n 

Dana/Pag
u Indikatif 

Target capaian 
kinerja 

Kebutuha
n 

Dana/Pag
u Indikatif 

Target capaian 
kinerja 

Kebutuha
n 

Dana/Pag
u Indikatif 

Target capaian 
kinerja 

Kebutuha
n 

Dana/Pag
u Indikatif 

Target capaian 
kinerja 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif 

1 2 3 4 5 6 7 
8 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

      
2 1     TENAGA 

KERJA 
                                  

      

1 2 1   Program 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

% Unit kerja 
internal yang 
terlayani 
dengan baik 

            100% 800,889,600 100% 961,067,520 100% 1,153,281,024 100% 2,915,238,144 Kab. 
Lamongan 

Sekretaris 

M
en

in
gk

at
ny

a 
pe

nd
ud

uk
 y

an
g 

be
ke

rja
 

T
er

la
ks

an
an

ya
 tu

ga
s 

po
ko

k 
da

n 
fu

ng
si

 D
in

a
s 

T
en

ag
a 

K
er

ja
 

In
de

ks
 K

ep
ua

sa
n 

M
as

ya
ra

ka
t 

1 2 1 1 Penyediaan Jasa 
Perkantoran 
 
 
 
 
 
 

 

Jumlah surat 
yang terkirim, 
benda pos 
dan materai 
yang tersedia 

            527 
Materai 

495,889,600 527 
Materai 

595,067,520 527 
Materai 

714,081,024  1581 
Materai  

1,805,038,144 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

        Jumlah 
rekening yang 
terbayar 

            4 rekening   4 rekening   4 rekening   4 rekening   Kab. 
Lamongan 

  

        Jumlah pajak 
surat 
kendaraan 
yang 
terbayarkan 

            5 unit roda 
4, 12 unit 

roda 2 dan 
1 kali kir 

  5 unit roda 
4, 12 unit 

roda 2 dan 
1 kali kir 

  5 unit roda 
4, 12 unit 

roda 2 dan 
1 kali kir 

  5 unit roda 
4, 12 unit 

roda 2 dan 
1 kali kir 

  Kab. 
Lamongan 

  

        Jumlah 
jasa/tenaga 
kebersihan 
dan 
keamanan 
kantor 

            3 tenaga 
kebersihan 

dan 2 tenaga 
keamanan 

  4 tenaga 
kebersihan
, 3 tenaga 
keamanan 

dan 1 
security 

  4 tenaga 
kebersihan, 

3 tenaga 
keamanan 

dan 1 
security 

  4 tenaga 
kebersihan
, 3 tenaga 
keamanan 

dan 1 
security 

  Kab. 
Lamongan 

  

        Jumlah jasa 
administrasi/te
knis kegiatan 

            13 tenaga 
administra

si/ teknis 
kegiatan 

dan 2 
tenaga 

honorer 

  18 tenaga 
administra

si/ teknis 
kegiatan 

dan 2 
tenaga 

honorer 

  18 tenaga 
administra

si/ teknis 
kegiatan 

dan 2 
tenaga 

honorer 

  18 tenaga 
administra

si/ teknis 
kegiatan 

dan 2 
tenaga 

honorer 

  Kab. 
Lamongan 

  

        Jumlah 
peserta 
jaminan 
kesehatan 

            2 orang   2 orang   2 orang   2 orang       

1 2 1 2 Penyediaan 
Barang Pakai 
Habis 
Perkantoran 

Jumlah ATK             61  ATK 200,000,000 61  ATK 240,000,000 
 

61  ATK 288,000,000 183 ATK 728,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubb
ag 

Umum 
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        Jumlah 
barang cetak 
dan 
penggandaan 

            17 cetakan 
dan 20 foto 

kopi 

  17 cetakan 
dan 20 

foto kopi 

  17 cetakan 
dan 20 foto 

kopi 

  51 cetakan 
dan 60 

foto kopi 

  Kab. 
Lamongan 

  

        Jumlah 
komponen 
instalasi listrik 
dan 
penerangan 
bangunan 
kantor 

            20 jenis 
alat listrik 

  20 jenis 
alat listrik 

  20 jenis 
alat listrik 

  20 jenis 
alat listrik 

  Kab. 
Lamongan 

  

        Jumlah 
peralatan dan 
perlengkapan 
kebersihan 
kantor 

            35 alat 
kebersihan

, 2 kali 
pengisian 

tabung 
kebakaran 

dan 2 
umbul-
umbul 

  35 alat 
kebersihan

, 2 kali 
pengisian 

tabung 
kebakaran 

dan 2 
umbul-
umbul 

  35 alat 
kebersihan

, 2 kali 
pengisian 

tabung 
kebakaran 

dan 2 
umbul-
umbul 

  35 alat 
kebersihan

, 2 kali 
pengisian 

tabung 
kebakaran 

dan 2 
umbul-
umbul 

  Kab. 
Lamongan 

  

        Jumlah 
peralatan 
rumah tangga 

            -   -   -   -   Kab. 
Lamongan 

  

        Jumlah bahan 
bacaan dan 
iklan/ucapan 

            10 surat 
kabar 

  10 surat 
kabar 

  10 surat 
kabar 

  10 surat 
kabar 

  Kab. 
Lamongan 

  

        Jumlah bahan 
logistik kantor 

            2.640 box   -   -   2.640 box   Kab. 
Lamongan 

  

          Jumlah 
makanan dan 
minuman 
rapat yang 
disediakan 

            400 box 
nasi, 400 

box snack, 
27 dus air 

mineral 
gelas, 42 
galon air 

mineral, air 
minum 

sedang 7 
dus 

  500 box 
nasi, 500 

box snack, 
30 dus air 

mineral 
gelas, 50 
galon air 

mineral, air 
minum 

sedang 12 
dus 

  500 box 
nasi, 500 

box snack, 
30 dus air 

mineral 
gelas, 50 
galon air 

mineral, air 
minum 

sedang 12 
dus 

  1.400 box 
nasi, 1.400 
box snack, 
87 dus air 

mineral 
gelas, 142 

galon air 
mineral, air 

minum 
sedang 31 

dus 

  Kab. 
Lamongan 

  

1 2 1 3 Rapat-rapat 
Kooordinasi dan 
Konsultasi 

Jumlah 
perjalanan 
dinas dalam 
daerah, luar 
daerah dan 
luar negeri 

            268 kali 
perjalanan 

105,000,000 328 kali 
perjalanan 

126,000,000 328 kali 
perjalanan 

151,200,000 924 kali 
perjalanan 

382,200,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

      

1 2 2   Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Sarana 
Prasarana 
aparatur 
dengan 
kondisi baik 

            100% 425,000,000 100% 2,010,000,000 100% 2,412,000,000 100% 4,847,000,000 Kab. 
Lamongan 

Sekretaris 

      

1 2 2 2 Pengadaan 
kendaraan 
dinas/operasional 

Jumlah 
kendaraan 

            -                                
-  

- - - - - - Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 
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1 2 2 3 

Pengadaan 
Perlengkapan 
dan Peralatan 
kantor 

Jumlah 
perlengkapan 
gedung kantor 

            1 gerobak 
sampah, 1 
mesin tik, 

1 almari 
arsip, 1 

mesin 
potong 
rumput 

dan 1 
sound 

system 

          
150,000,000  

5 lemari 
besi, 3 rak 

arsip, 1 
mesin 

potong 
rumput, 1 
neon box, 

4 rak buku, 
1 pompa 

air, dan 48 
springbed 

409,593,500 

5 lemari 
besi, 3 rak 

arsip, 1 
mesin 

potong 
rumput, 1 
neon box, 

4 rak buku, 
1 pompa 

air, dan 48 
springbed 

491,512,200 

1 gerobak 
sampah, 1 
mesin tik, 

1 almari 
arsip, 10 

lemari 
besi, 6 rak 

arsip, 3 
mesin 

potong 
rumput, 2 
neon box, 

8 rak buku, 
2 pompa 

air, 1 
sound 

system 
dan 96 

springbed 

1,051,105,700 

Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 
 

 

      

Jumlah 
peralatan 
gedung kantor 

            5 
komputer, 

3 printer, 1 
Lcd, 1 

handycam 
dan 6 

tabung 
PMK 

3 note 
book/lapto

p, 3 
printer, 1 

Screen 
Proyektor, 
2 monitor 
display, 3 

tabung 
PMK, 8 

unit AC, 1 
TV, dan 1 
komputer/

PC 

3 note 
book/lapto

p, 3 
printer, 1 

Screen 
Proyektor, 
2 monitor 
display, 3 

tabung 
PMK, 8 

unit AC, 1 
TV, dan 1 
komputer/

PC 

3 note 
book/lapto

p, 3 
printer, 2 

Screen 
Proyektor, 
4 monitor 

display, 12 
tabung 

PMK, 16 
unit AC, 1 
TV, dan 7 
komputer/

PC 

    

      

1 2 2 4 Pemeliharaan 
rutin/berkala 
gedung kantor 

Jumlah 
gedung kantor 
yang terawat 

            3 gedung            
50,000,000  

1 gedung 75,000,000 1 gedung 90,000,000 3 gedung 215,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

      

1 2 2 5 

Pemeliharaan 
rutin/berkala 
peralatan dan 
perlengkapan 
kantor 

Jumlah 
perlengkapan 
kantor yang 
dipelihara 
dengan baik 

            servis AC 
9 unit dan 

servis 
sound 

system 1 
unit 

            
10,000,000  

servis AC 
54  unit 

dan servis 
sound 

system 2 
unit 

12,000,000 

servis AC 
54 unit dan 

servis 
sound 

system 2 
unit 

14,400,000 

servis AC 
18 unit dan 

servis 
sound 

system 3 
unit 

36,400,000 

Kab. 
Lamongan 
  

Kasubbag 
Umum 

      

Jumlah 
peralatan 
kantor yang 
dipelihara 
dengan baik 

            Servis 
printer 15 

unit 

Servis 
printer 23 

unit 

Servis 
printer 23 

unit 

Servis 
printer 61 

unit 

      

1 2 2 6 Rehabilitasi 
sedang/berat 
gedung kantor 

Jumlah 
gedung kantor 
dan fasilitas 
pendukung 
yang direhab 

            1 taman           
125,000,000  

ruang rapat 
BLK, asrama 

dan Ruang 
Arsip 

400,000,000 
 

ruang rapat 
BLK, asrama 

dan Ruang 
Arsip 

480,000,000 1 taman 
ruang rapat 
BLK, asrama 
dan Ruang 
Arsip 

1,005,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 
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1 2 2 7 

Pemeliharaan 
rutin/berkala 
kendaraan 
dinas/operasional 

Jumlah mobil  
jabatan yang 
dipelihara 

            1 unit roda 
4 

            
90,000,000  

1 unit roda 
4 

108,000,000 

1 unit roda 
4 

129,600,000 

1 unit roda 
4 

327,600,000 

Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

  

      

Jumlah 
kendaraan 
dinas/operasi
onal yang 
dipelihara 

            4 unit roda 
4 dan 12 

unit roda 2 

4 unit roda 
4 dan 12 

unit roda 2 

4 unit roda 
4 dan 12 

unit roda 2 

4 unit roda 
4 dan 12 

unit roda 2 

      

1 2 3   Program 
Peningkatan 
Disiplin 
Aparatur 

Persentase  
Aparatur 
yang disiplin 

            100% 40,000,000 100% 110,000,000 100% 132,000,000 100% 282,000,000 Kab. 
Lamongan 

Sekretaris 

    

  

1 2 3 2 Pengadaan 
pakaian dinas 
beserta 
perlengkapannya 

Jumlah 
pakaian dinas 
yang 
diadakan 

            55 potong  40,000,000     55 potong 40,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Program 

dan 
Evaluasi 

  

 

    

Pengadaan 
pakaian dinas 
beserta 
perlengkapannya 

Jumlah 
pakaian dinas 
yang 
diadakan 

        55 potong 48,000,000 55 potong 57,600,000 110 
potong 

105,600,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Program 

dan 
Evaluasi 

  

 

1 2 3 2 

Jumlah 
pakaian 
olahraga 

        55 stel 30,000,000 55 stel 36,000,000 110 stel 66,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Program 

dan 
Evaluasi 

  

 

    Jumlah 
pakaian batik 
tradisional 

        55 potong 32,000,000 55 potong 38,400,000 110 
potong 

70,400,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Program 

dan 
Evaluasi 

    

  

1 2 5   Program 
Peningkatan 
Kapasitas 
Sumber Daya 
Aparatur 

Persentase 
tingkat 
penyelesaian 
tugas setelah 
mengikuti 
peningkatan 
kapasitas 
sumber daya 
aparatur 

            100% 68,100,000 100% 81,720,000 100% 98,064,000 100% 247,884,000 Kab. 
Lamongan 

Sekretaris 

      1 2 5 6 

Bimbingan 
Teknis 
Peningkatan 
Kapasitas 
Sumber Daya 
Aparatur 

Jumlah 
peserta 
bimtek 

            3 orang 

            
68,100,000  

3 orang 

81,720,000 

3 orang 

98,064,000 

9 orang 

247,884,000 

Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum Jumlah peserta 

bimtek aparatur 
ketenagakerjaan 

            50 orang 55 orang 55 orang 160 orang Kab. 
Lamongan 

    

  

2 1 6   Program 
Peningkatan 
Pengembangan 
Sistem 
Pelaporan 
Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

Presentase 
Jumlah 
dokumen 
perencanaan, 
laporan 
kinerja dan 
laporan 
keuangan 
yang tepat 
waktu 

100%   100%   100%   100% 240,000,000 100% 288,000,000 100% 345,600,000 
 

100% 873,600,000   Sekretaris 
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2 1 6 1 

Penyusunan 
laporan 
keuangan secara 
berkala 

Jumlah 
laporan 
keuangan dan 
capaian 
kinerja 

            12 
dokumen 

            
40,000,000  

12 
dokumen 

         
48,000,000  

12 
dokumen 

         
57,600,000  

36 
dokumen 

          
145,600,000  

Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Program 

dan 
Evaluasi 

      
Jumlah 
laporan 
semesteran 

            3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 9 dokumen Kab. 
Lamongan 

      

Jumlah 
laporan 
keuangan 
akhir tahun 

            3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 9 dokumen Kab. 
Lamongan 

      

2 1 6 2 Penyusunan 
dokumen 
perencanaan dan 
evaluasi 

Jumlah 
dokumen 
perencanaan 
dan evaluasi 

            8 dokumen  40,000,000 8 dokumen 

108,000,000 

8 dokumen 

129,600,000 

24 
dokumen 

277,600,000 

Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Program 

dan 
Evaluasi 

   

     Jumlah 
peserta forum 
OPD 

        100 
peserta 

100 
peserta 

100 
peserta 

  

      

2 1 6 3 Forum Perangkat 
Daerah (PD) 

Jumlah 
peserta forum 
OPD 

            50 peserta 50,000,000     50 peserta 50,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Program 

dan 
Evaluasi 

      

2 1 6 8 Survey 
pelayanan 
masyarakat 
lingkup 
perangkat daerah 

Jumlah 
dokumen IKM 

            2 dokumen           
110,000,000  

1 dokumen 

132,000,000 

1 dokumen 

      
158,400,000  

4 dokumen 

          
400,400,000  

Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Program 

dan 
Evaluasi 

   

     Jumlah 
Dokumen 
analisa 
kebutuhan 
rencana 
Tenaga Kerja 
di Lamongan 

        1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen   

M
en

in
gk

at
ny

a 
pe

nd
ud

uk
 y

an
g 

be
ke

rja
 

T
er

la
ks

an
an

ya
 tu

ga
s 

po
ko

k 
da

n 
fu

ng
si

 D
in
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 T

en
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a 
K

er
ja

 

P
er

se
nt
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e 

T
ug

as
 P

ok
o 

da
n 

F
un

gs
i T

er
la

ks
an

a 
de

ng
an

 B
ai

k 1 2 1   Program 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

% Unit kerja 
internal yang 
terlayani 
dengan baik 

    100% 672,729,600 100%         
741,994,600  

              1,414,724,200 Kab. 
Lamongan 

Sekretaris 
 

1 2 1 1 Penyediaan Jasa 
Perkantoran 

Jumlah benda 
pos yang 
tersedia 

        444 Materai, 
80 Perangko 
dan 1 paket 
pengiriman  

        
474,994,600  

            444 
Materai, 
80 
Perangko 
dan 1 
paket 
pengiriman  

474,994,600 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

          Jumlah 
pemenuhan 
jasa 
komunikasi, 
sumber daya 
air dan listrik 

        3 rekening               3 rekening   Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 
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          Jumlah jasa 
peralatan dan 
perlengkapan 
kantor yang 
disediakan 

        Servis 
printer 
48 unit, 
komput
er 26 
unit 
dan AC 
40 unit 

              Servis 
printer 48 
unit, 
komputer 
26 unit dan 
AC 40 unit 

  Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

          Jumlah 
pemeliharaan 
dan perijinan 
kendaraan 
dinas/operasi
onal 

        5 mobil, 
9 motor 
dan 1 
kali kir 

              5 mobil, 9 
motor dan 
1 kali kir 

  Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

          Jumlah 
tenaga 
administrasi/te
knis kegiatan, 
kebersihan 
dan 
keamanan 

        13 
tenaga 
adminis
trasi, 2 
tenaga 
honorer
, 3 
tenaga 
kebersi
han 
dan2 
tenaga 
penga
man 

              13 tenaga 
administra
si, 2 
tenaga 
honorer, 3 
tenaga 
kebersihan 
dan 2 
tenaga 
pengaman 

  Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

1 2 1 2 Penyediaan 
Barang Pakai 
Habis 
Perkantoran 

Jumlah ATK 
yang 
disediakan 

        61  
ATK 

        
197,000,000  

            61  ATK 197,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

          Jumlah 
barang-
barang 
cetakan dan 
foto kopi 

        17 
cetakan 

dan 
foto 
kopi 

              17 cetakan 
dan foto 

kopi 

  Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

          Jumlah 
komponen 
instalasi listrik 
yang 
disediakan 

        20 jenis 
alat 

listrik 

              20 jenis 
alat listrik 

  Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

          Jumlah 
peralatan dan 
perlengkapan 
kantor yang 
disediakan 

        35 alat 
kebersihan, 

2 kali 
pengisian 

tabung 
kebakaran 

dan 2 
umbul-
umbul 

              35 alat 
kebersihan

, 2 kali 
pengisian 

tabung 
kebakaran 

dan 2 
umbul-
umbul 

  Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

          Jumlah 
pemenuhan 
surat kabar 
dan peraturan 
perundang-
undangan 
yang dibaca 

        10 
surat 

kabar 

              10 surat 
kabar 

  Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 
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          Jumlah 
pemenuhan 
penyediaan 
makanan & 
minuman 
rapat serta 
tamu 

        400 
box 

nasi, 
400 
box 

snack, 
27 dus 

air 
mineral 

gelas, 
42 

galon 
air 

mineral, 
air 

minum 
sedang 

7 dus 

              400 box 
nasi, 400 

box snack, 
27 dus air 

mineral 
gelas, 42 
galon air 

mineral, air 
minum 

sedang 7 
dus 

  Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

1 2 1 3 Rapat-Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi  Ke 
Luar Daerah 

Jumlah rapat 
koordinasi 
dan konsultasi 
ke luar daerah 

        179 
perjalanan 

           
70,000,000  

            179 
perjalanan 

70,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

1 2 1 1 Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Jumlah Benda 
Pos yang 
Tersedia 

     444 
Materai

, 80 
Perang
ko & 12 

Surat  

2,000,000                  444 
Materai, 

80 
Perangko 

& 12 Surat  

2,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

1 2 1 2 Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik 

Jumlah 
pemenuhan 
jasa 
komunikasi, 
sumber daya 
air dan listrik 

    3 
Rekening 

255,000,000                 3 
Rekening 

255,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

1 2 1 3 Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah jasa 
peralatan dan 
perlengkapan 
kantor yang 
disediakan 

    Servis 
printer 

48 unit, 
komput

er 26 
unit & 
AC 37 

unit 

10,000,000                 Servis 
printer 48 

unit, 
komputer 
26 unit & 

AC 37 unit 

10,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

1 2 1 6 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan dan 
Perizinan 
Kendaraan 
Dinas/Operasional 

 

Jumlah 
pemeliharaan 
dan perijinan 
kendaraan 
dinas/operasi
onal 

    9 mobil, 
4 motor 

dan 1 
kali kir 

10,000,000                 9 mobil, 4 
motor dan 

1 kali kir 

10,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

1 2 1 10 
 

Penyediaan Alat 
Tulis Kantor 

Jumlah ATK 
yang 
disediakan 

    86 ATK 50,000,000                 86 ATK 50,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

      

1 2 1 11 Penyediaan 
Barang Cetakan 
dan 
Penggandaan 

Jumlah 
barang-
barang 
cetakan dan 
foto kopi 

    17 
Cetakan & 

foto kopi 

30,000,000                 17 
Cetakan & 

foto kopi 

30,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 
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1 2 1 12 Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah 
komponen 
instalasi listrik 
yang 
disediakan 

    20 jenis 
alat 

listrik 

31,000,000                 20 jenis 
alat listrik 

31,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

      

1 2 1 13 Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah 
peralatan dan 
perlengkapan 
kantor yang 
disediakan 

    35 alat 
kebersihan, 

2 kali 
pengisian 

tabung 
kebakaran 

dan 2 
umbul-
umbul 

11,000,000                 35 alat 
kebersihan

, 2 kali 
pengisian 

tabung 
kebakaran 

dan 2 
umbul-
umbul 

11,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

      

1 2 1 15 Penyediaan 
Barang Bacaan 
dan Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Jumlah 
pemenuhan 
surat kabar 
dan peraturan 
perundang-
undangan 
yang dibaca 

    4 surat 
kabar 

5,000,000                 4 surat 
kabar 

5,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

      

1 2 1 17 Penyediaan 
Makanan dan 
Minuman 

Jumlah 
pemenuhan 
penyediaan 
makanan & 
minuman 
rapat serta 
tamu 

    7 dos 
air, 42 
galon 

air, dan 
27 dos 

air 
gelas 

20,000,000                 7 dos air, 
42 galon 

air, dan 27 
dos air 

gelas 

20,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

      

1 2 1 18 Rapat-Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi ke 
Luar Daerah 

Jumlah 
pelaksanaan 
rapat 
koordinasi 

    179 
perjalanan 

70,000,000                 179 
perjalanan 

70,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

      

1 2 1 1
9 

Penyediaan Jasa 
Administrasi/Tek
nis Kegiatan 

Jumlah 
tenaga 
administrasi/te
knis kegiatan, 
kebersihan 
dan 
keamanan 

    7 tenaga 
administrasi, 

2 tenaga 
honorer, 5 

tenaga 
kebersihan, 

dan 5 
tenaga 

pengaman 

178,729,600                 7 tenaga 
administra

si, 2 
tenaga 

honorer, 5 
tenaga 

kebersihan
, dan 5 
tenaga 

pengaman 

178,729,600 Kab. 
Lamongan 

Kasubb
ag 

Umum 

      

1 2 2   Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

% Sarana 
prasarana 
aparatur 
dengan 
kondisi baik 

    100% 577,000,000 100%         
592,865,000  

            100% 1,169,865,000 Kab. 
Lamongan 

Sekretaris 
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1 2 2 3 

Pengadaan 
perlengkapan 
dan peralatan 
kantor 

Jumlah 
pengadaan 
peralatan 
gedung kantor 
: Komputer, 
Printer Note 
Book  

        5 
komput

er, 2 
note 

book, 4 
printer, 
1 Lcd, 

Camera 
1, 

Papan 
Tulis 

elektro
nik 1 

dan 5 
tabung 

PMK 

        
236,865,000  

            5 
komputer, 

2 note 
book, 4 

printer, 1 
Lcd, 

Camera 1, 
Papan 

Tulis 
elektronik 

1 dan 5 
tabung 

PMK 
236,865,000 

Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

      

Jumlah 
pengadaan 
perlengkapan 
gedung kantor 
mebelair : 
meja, kursi 
dan almari 

        12 
meja, 

17 kursi 
dan 4 

alamari 
dan 

kursi 
tamu 1 

set 

            12 meja, 
17 kursi 

dan 4 
alamari 

dan kursi 
tamu 1 set 

Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

      

1 2 2 4 Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Gedung Kantor 

Jumlah 
gedung dan 
peralatan 
yang 
dilakukan 
pemeliharaan  

        1 unit 
gedung

, 3 
laptop, 

2 
potong 

rumput, 
3 

sanyo, 
2 

sound 
system 

dan 2 
tv 

           
66,000,000  

            2 jenis 
pemeliharaan 

66,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

      

1 2 2 6 Rehabilitasi 
Sedang/Berat 
Gedung Kantor 

Jumlah 
pengadaan 
tempat parkir 
dan taman 

         1 
tempat 

parkir 
roda 4  

        
200,000,000  

             1 tempat 
parkir roda 

4  

200,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

      

1 2 2 7 Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Kendaraan 
Dinas/Operasional 

Jumlah 
kendaraan 
dinas/operasi
onal yang 
dipelihara 

         5 mobil 
dan 9 
motor  

           
90,000,000  

            2 jenis 
pemeliharaan 

90,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 
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1 2 2 9 Pengadaan 
Peralatan 
Gedung Kantor 

Jumlah 
pengadaan 
peralatan 
gedung kantor 
: Komputer, 
Printer, Note 
Book, Lcd, 
Camera, 
Papan Tulis 
elektronik, 
Tabung PMK 
dan CCTV 

    2 
komput

er, 2 
note 

book, 
dan 3 

printer 

121,000,000                 2 
komputer, 

2 note 
book, dan 

3 printer 

121,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

      

1 2 2 10 Pengadaan 
Mebelair 

Jumlah 
pengadaan 
mebelair : 
meja, kursi, 
almari 

    12 
meja, 

16 kursi 
dan 4 
almari  

100,000,000                 12 meja, 
16 kursi 

dan 4 
almari  

100,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

      

1 2 2 22 Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Gedung Kantor 

Jumlah 
gedung yang 
dilakukan 
pemeliharaan 
rutin 

    1 unit 
gedung 

60,000,000                 1 unit 
gedung 

60,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

      
1 2 2 23 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 
Mobil Jabatan 

Jumlah mobil 
jabatan yang 
dipelihara 

    1 unit 
mobil 

60,000,000                 1 unit 
mobil 

60,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

      

1 2 2 24 Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Kendaraan 
Dinas/ 
Operasional 

Jumlah 
kendaraan 
dinas/operasi
onal yang 
dipelihara 

    7 unit 
kendaraan 

dinas/ 
operasional 

30,000,000                  7 unit 
kendaraan 

dinas/ 
operasional  

30,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

      

1 2 2 28 Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Peralatan 
Gedung Kantor 

Jumlah 
peralatan 
gedung kantor 
yang 
dilakukan 
pemeliharaan 
dan 
perawatan : 
servis laptop, 
mesin ketik, 
TV, sound 
sistem, 
potong 
rumput, sanyo 

     servis 
laptop, 
potong 

rumput, 
sanyo, 
sound 
sistem 

dan TV 
(12 

bulan)  

6,000,000                  servis 
laptop, 
potong 

rumput, 
sanyo, 
sound 

sistem dan 
TV (12 
bulan)  

6,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

      

1 2 2 42 Rehabilitasi 
Sedang/Berat 
Gedung Kantor 

Jumlah 
pengadaan 
tempat parkir 
dan taman 

    1 
tempat 

parkir 
roda 2 

200,000,000                 1 tempat 
parkir roda 

2 

200,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

      

1 2 3   Program 
Peningkatan 
Disiplin 
Aparatur 

%  Prasarana 
aparatur 
dengan 
kondisi baik 

    100%          25,000,000  100%            
75,000,000  

            100% 100,000,000 Kab. 
Lamongan 

Sekretaris 
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1 2 3 2 

Pengadaan 
Pakaian Dinas 
Beserta 
Perlengkapannya 

Jumlah Pakaian 
Dinas Beserta 
Perlengkapannya 

        55 
Potong 

           
50,000,000  

            55 Potong 

50,000,000 

Kab. 
Lamongan 
  

Kasubbag 
Prog. dan 
Evaluasi 

  

      

        

Jumlah 
Pakaian 
Olaharaga 

        55 Stel             55 Stel 

      

1 2 3 5 Pengadaan 
Pakaian Khusus 
Hari- hari 
Tertentu 

Jumlah 
pakaian batik 
tradisional 

    65 
potong 

25,000,000 55 
Potong 

           
25,000,000  

             120 
Potong  

50,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Prog. dan 
Evaluasi 

      

1 2 5   Program 
Peningkatan 
Kapasitas 
Sumber Daya 
Aparatur 

% 
Peningkatan 
kapasitas 
sumber daya 
aparatur 

    100% 6,600,000 100%            
75,400,000  

            100% 82,000,000 Kab. 
Lamongan 

SEKRE
TARIS 

      

1 2 5 1 Pendidikan dan 
Pelatihan Formal 

Jumlah orang 
yang 
mengikuti 
pendidikan 
dan pelatihan 
formal 

        2 Orang 
petugas 

           
18,800,000  

            8 Orang 
petugas 

18,800,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

      

1 2 5 3 Bimbingan 
Teknis 
Implementasi 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Jumlah 
peserta 
bimbingan 
teknis 
implementasi 
peraturan 
perundang-
undangan 
yang 
dilaksanakan 

    2 kegiatan 6,600,000 2 orang              
6,600,000  

            8 orang 13,200,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

      

1 2 5 12 Pengembangan 
Budaya Kerja 
dan 
Pendayagunaan 
Aparatur 

Jumlah 
aparatur yang 
meningkat 
kinerjanya 

        46 
orang 

           
50,000,000  

            184 orang 50,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Prog. dan 
Evaluasi 

      

2 1 6   Program 
Peningkatan 
Pengembangan 
Sistem 
Pelaporan 
Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

% 
Peningkatan 
Pengembang
an Sistem 
Pelaporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Keuangan 

    100% 60,000,000 100%            
85,000,000  

            100% 145,000,000 Kab. 
Lamongan 

SEKRE
TARIS 

      

2 1 6 1 Penyusunan 
Pelaporan 
Keuangan 
Secara Berkala 

Jumlah 
pelaporan 
yang disusun: 
laporan 
capaian 
kinerja dan 
ikhtisar 
realisasi 
kinerja SKPD, 
pelaporan 
keuangan 
semesteran 
dan pelaporan 
keuangan 
akhir tahun 

        3 jenis 
laporan 

           
25,000,000  

            3 jenis 
laporan 

25,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Prog. dan 
Evaluasi  
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2 1 6 2 Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
dan Evaluasi 

Jumlah 
dokumen 
yang disusun : 
LKPJ, LKjIP, 
LPPD, 
RENJA, KUA 
PPAS, RKPD, 
SAKIP dan 
EVALUASI 
HASIL RENJA 
; Jumlah 
program dan 
kegiatan yang 
dimonitoring 

        8 
dokumen 

; 10 
program, 

41 
kegiatan 

           
35,000,000  

            8 dokumen 
; 10 

program, 
41 

kegiatan 

35,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Prog. dan 
Evaluasi  

      

2 1 6 5 Aplikasi Tata 
Naskah Dinas 
Elektronik 

Jumlah 
aplikasi tata 
naskah dinas 
elektronik 

         1 
aplikasi  

           
25,000,000  

             4 aplikasi  25,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum  

      

2 1 6 1 Penyusunan 
laporan capaian 
kinerja dan 
ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 

Jumlah 
dokumen 
laporan 
capaian 
kinerja dan 
ikhtisar 
realisasi 
kinerja yang 
disusun 

    12 
dokumen 

5,000,000                 12 
dokumen 

5,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

2 1 6 2 Penyusunan 
laporan 
keuangan 
semesteran 

Jumlah 
dokumen 
laporan 
keuangan 
semesteran 
yang disusun 

    3 
dokumen 

5,000,000                 3 dokumen 5,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

2 1 6 4 Penyusunan 
pelaporan 
keuangan akhir 
tahun 

Jumlah 
dokumen 
laporan 
keuangan 
akhir tahun 
yang disusun 

    3 
dokumen 

10,000,000                 3 dokumen 10,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

      

2 1 6 2 Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
dan Evaluasi 

Jumlah 
dokumen 
yang disusun : 
LKjIP, LPPD, 
RENJA, LKPJ 
dan Evaluasi 
RENJA lll 
Bulan 

    8 
dokumen 

40,000,000                 8 dokumen 40,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasubbag 
Umum 

      

2 1 6 6 Penyusunan 
dokumen standar 
pelayanan 
minimal (SPM) 

Jumlah 
dokumen 
standar 
pelayanan 
minimal yang 
disusun 
(SPM) 

2 buku 10,000,000                     2 buku 10,000,000 Kab. 
Lamongan 

SEKRET
ARIS 
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2 1 15  Program 
peningkatan 
kualitas dan 
produktivitas 
tenaga kerja 

Jumlah 
masyarakat 
yang 
mendapatkan 
pelatihan dan 
jumlah calon 
tenaga kerja 
yang 
bersertifikat 
kompetensi 

    1.272 
Orang                 

64 
Orang          

2,360,000,000 1.272 
Orang   

64   
Orang 

        
979,964,000  

            1.272 
Orang                 

64 Orang          

3,339,964,000 Kab. 
Lamongan 

KABID 
PELATI

HAN 
KERJA 

      

2 1 15 14 Penguatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Kelembagaan 
Pelatihan bagi 
Tenaga Kerja 
Industri Hasil 
Temabakau 

Jumlah 
sarana dan 
prasarana 

    8 partisi 
dan 

pengec
atan 1 

gedung 
BLK 

250,000,000                                     250,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Penyel
enggar

aan 
Pelatih

an 

      

2 1 15 15 Pembinaan dan 
pemberdayaan 
lembaga 
pelatihan 

Jumlah 
masyarakat 
yang 
mengikuti 
pelatihan 

    3 kali 35,000,000                   35,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Kelemb
agaan 
Pelatih

an 

      

2 1 15 17 Percepatan 
peningkatan 
kompetensi 
tenaga kerja 

Jumlah 
tenaga kerja 
yang 
mendapatkan 
sertifikat 
kompetensi 

    32 
orang 

75,000,000                     Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Sertifik

asi 
Kompet

ensi 

      

        Pembinaan dan 
pelatihan 
Ketrampilan kerja 
bagi Tenaga 
Kerja dan 
Masyarakat, 
penguatan 
sarana dan 
prasarana 
kelembagaan 
pelatihan serta 
pelayanan 
penempatan 
tenaga kerja dan 
perluasan 
kesempatan 
kerja bagi 
pencari kerja 

Jumlah 
masyarakat 
yang 
mendapatkan 
pelatihan 
berbasis 
masyarakat 

    200 
orang 

2,000,000,000 

                  

2,000,000,000 

Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Penyel
enggar

aan 
Pelatih

an 

      

        Jumlah 
masyarakat 
yang 
mendapatkan 
pelatihan 
yang berbasis 
kompetansi 

    272 
orang 

                  Kab. 
Lamongan 

  

      

2 1 15 14 Penguatan 
sarana dan 
prasarana 
kelembagaan 
pelatihan 

Jumlah 
sarana dan 
prasarana 
yang 
berfungsi baik 

         4 
harder                    

           
46,250,000  

             4 harder                    46,250,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Penyel
enggar

aan 
Pelatih

an 
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2 1 15 15 Pelayanan 
penempatan 
tenaga kerja dan 
perluasan 
kesempatan 
kerja bagi 
pencari kerja 
melalui 
pengendalian 
dan pembinaan 
lembaga  
penyalur tenaga 
kerja 

Jumlah 
lembaga 
pelatihan 
swasta yang 
mengikuti 
pembinaan 

         35 
lembaga 
pelatihan 

kerja 
swasta  

           
35,000,000  

             35 
lembaga 
pelatihan 

kerja 
swasta  

35,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Kelemb
agaan 
Pelatih

an 

      

2 1 15 17 Pembinaan dan 
pelatihan 
keterampilan 
kerja bagi tenaga 
kerja dan 
masyarakat 
melalui pelatihan 
berbasis 
kompetensi 

Jumlah 
masyarakat 
yang telah 
dilatih dan 
mengikuti 
ujian 
kompetensi 

        32 
orang   

           
50,000,000  

            32 orang                
50,000,000  

Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Sertifik

asi 
Kompet

ensi 

      

2 1 15 18 

Pembinaan dan 
pelatihan 
Keterampilan 
kerja bagi 
Tenaga Kerja 
dan Masyarakat 

Jumlah 
masyarakat 
yang 
mengikuti 
pelatihan 
berbasis 
kompetensi 

        128 
Orang 

        
848,714,000  

            128 Orang 

848,714,000 

Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Penyel
enggar

aan 
Pelatih

an 

      

Jumlah 
masyarakat 
yang 
mengikuti 
pelatihan 
berbasis 
masyarakat 
(ilmu dasar) 

        150 
orang 

            150 orang Kab. 
Lamongan 

      

2 1 16   Program 
peningkatan 
kesempatan 
kerja 

Jumlah 
pelaksanaan 
bursa kerja 

    2 kali 415,000,000 2 kali         
145,000,000  

  0   0   0 4 kali 560,000,000 Kab. 
Lamongan 

KABBID 
PENEMP

ATAN 
TENAGA 
KERJA 

DAN 
PERLUA

SN 
KESEMP

ATAN 
KERJA 

      

2 1 16 8 Pelayanan 
penempatan 
tenaga kerja dan 
perluasan 
kesempatan 
kerja bagi 
pencari kerja 
(JOB MARKET 
FAIR) 

Jumlah 
pencari kerja 

    1.500 
pencaker 

400,000,000                 1.500 
pencaker 

400,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Penem
patan 

Tenaga 
Kerja 
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2 1 16 4 Fasilitasi Pekerja 
Migran Indonesia 
(PMI) dan 
Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) 
Purna 

Jumlah 
Pekerja 
Migran 
Indonesia 
(PMI) 
bermasalah 
yang 
mendapat 
perlindungan 
pemulangan 

        15 
orang 

           
50,000,000  

            15 orang              
50,000,000  

Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Perlind
ungan 

Tenaga 
Kerja 
luar 

Negeri 

      

2 1 16 9 Monitoring 
keberadaan 
tenaga kerja 
asing di 
perusahaan 

Jumlah 
perusahaan 
yang di 
monitoring 

    20 
perusahaan 

15,000,000 30 
perusahaan  

           
15,000,000  

            20 peru-
sahaan 

30,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Penem
patan 

Tenaga 
Kerja 

      

2 1 16 10 Sosialisasi 
Peraturan 
Perundang-
undangan 
tentang 
pelaksanaan 
CTKI bekerja di 
luar negeri 

Jumlah 
peserta yang 
mengikuti 
sosialisasi 
peraturan 
perundang-
undangan 
tentang 
pelaksanaan 
CTKI bekerja 
di luar negeri 

        50 
Orang 

           
30,000,000  

            50 Orang 30,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Perlind
ungan 

Tenaga 
Kerja 
luar 

Negeri 

      

2 1 16 11 Monitoring 
penempatan 
tenaga kerja 
perusahaan 

Jumlah 
perusahaan 
yang 
dimonitoring 

        35 
perusahaan 

           
20,000,000  

            35 peru-
sahaan 

20,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Penem
patan 

Tenaga 
Kerja 

      

2 1 16 12 Sosialisasi 
peraturan 
perundang-
undangan 
tentang 
penempatan TKA 

Jumlah 
peserta yang 
mengikuti 
sosialisasi 
peraturan 
perundang-
undangan 
tentang 
penempatan 
Tenaga Kerja 
Asing (TKA) 

        60 
orang 

           
30,000,000  

            60 orang 30,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Penem
patan 

Tenaga 
Kerja 

M
en

in
g

ka
tn

ya
 p

en
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g

 b
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M
en

in
g
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p
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 k
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ja
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n
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p
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2 1 16   Program 
Peningkatan 
Kualitas Tenaga 
Kerja 

Jumlah 
Tenaga Kerja 
yang 
Memiliki 
Kompetensi 

            160 orang  1,502,754,000 
 
 

192 orang 2,480,408,400 224 orang 2,976,490,080 224 orang 6,959,652,480 Kab. 
Lamongan 

KABID 
PELATI

HAN 
KERJA 

2 1 16 1 Penguatan 
sarana dan 
prasarana 
kelembagaan 
pelatihan (cukai) 

Jumlah 
pengadaan  
sarana dan 
prasarana 
yang 
berfungsi baik 

            4 harder 200,000,000      4 harder                   200,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Penyel
enggar

aan 
Pelatih

an 
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     Jumlah 
pengadaan 
sarana dan 
prasarana 
kelembagaan 
operasional 
bengkel 
bermesin dan 
peralatan 
praktek 
pelatihan 

        4 
pipanisasi, 

4 
pembuang
an asap, 5 

trainer 
kejuruan 

servis 
sepeda 

motor, 1 
peralatan 
kejuruan 
mekanik 

mobil 
bensin/die

sel, 8 
peralatan 
kejuruan 

processing 
dan 2 AC 

250,868,800 4 
pipanisasi, 

4 
pembuang
an asap, 5 

trainer 
kejuruan 

servis 
sepeda 

motor, 1 
peralatan 
kejuruan 
mekanik 

mobil 
bensin/die

sel, 8 
peralatan 
kejuruan 

processing 
dan 2 AC 

301,042,560 8 
pipanisasi, 

8 
pembuang

an asap, 
10 trainer 
kejuruan 

servis 
sepeda 

motor, 2 
peralatan 
kejuruan 
mekanik 

mobil 
bensin/die

sel, 16 
peralatan 
kejuruan 

processing 
dan 4 AC 

551,911,360   

2 1 16 2 

Pembinaan dan 
pelatihan 
Ketrampilan kerja 
bagi Tenaga 
Kerja dan 
Masyarakat  
(cukai) 

Jumlah 
masyarakat 
yang 
mengikuti 
pelatihan 
berbasis 
kompetensi 

            128 Orang 

1,117,754,000 

272 Orang 

1,698,259,600    

304 Orang 

2,037,911,520 

704 Orang 

4,853,925,120 

Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Penyel
enggar

aan 
Pelatih

an 

Jumlah 
masyarakat 
yang 
mengikuti 
pelatihan 
berbasis 
masyarakat 
(ilmu dasar) 

            475 orang 100 orang 100 orang 675 Orang    

2 1 16 3 Pelayanan 
penempatan 
tenaga kerja dan 
perluasan 
kesempatan 
kerja bagi 
pencari kerja 
melalui 
pengendalian 
dan pembinaan 
lembaga  
penyalur tenaga 
kerja  (cukai) 

Jumlah 
lembaga 
pelatihan 
swasta yang 
mengikuti 
pembinaan 

            35 
lembaga 
pelatihan 
swasta 

35,000,000 35 
lembaga 
pelatihan 
swasta 

50,000,000 35 
lembaga 
pelatihan 
swasta 

60,000,000 35 
lembaga 
pelatihan 
swasta 

145,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Kelemb
agaan 
Pelatih

an 

   

     Jumlah 
lembaga 
pelatihan 
kerja swasta 
yang telah 
mengikuti 
pembinaan 
untuk 
mendapatkan 
penguatan 
prasarana 

        5 lembaga 
pelatihan 
swasta 

250,000,000 5 lembaga 
pelatihan 
swasta 

300,000,000 5 lembaga 
pelatihan 
swasta 

550,000,000 
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2 1 16 4 Pembinaan dan 
pelatihan 
keterampilan 
kerja bagi tenaga 
kerja dan 
masyarakat 
melalui pelatihan 
berbasis 
kompetensi  
(cukai) 

Jumlah  
tenaga kerja 
yang telah 
dilatih dan 
mengikuti 
ujian 
kompetensi 

            52 orang   150,000,000 84 orang   231,280,000 84  orang   277,536,000  220 orang   658,816,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Sertifik

asi 
Kompet

ensi 

M
en
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 p
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 b
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2 1 17   Program 
Peningkatan 
Penempatan 
Tenaga Kerja 
dan Perluasan 
Kerja 

Jumlah 
Tenaga Kerja 
yang 
ditempatkan 
di sektor 
Formal 

            2.740 
Orang 

364,000,000 2.745 
Orang 

436,800,000 2.750 
Orang 

524,160,000 8.235 
Orang 

1,324,960,000 Kab. 
Lamongan 

KABBI
D 

PENEM
PATAN 
TENAG

A 
KERJA 

DAN 
PERLU

ASN 
KESEM
PATAN 
KERJA 

2 1 17 1 

Monitoring 
Keberadaan TKA 
dan penempatan 
tenaga kerja di 
Perusahaan 

Jumlah 
perusahaan 
yang di 
monitoring 

            35 
perusahaan 

42,000,000 

35 
perusahaan 

50,400,000 

35 
perusahaan 

60,480,000 

105 
perusahaan 

152,880,000 

Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Penem
patan 

Tenaga 
Kerja 

Jumlah 
Pelaksanaan 
Monitoring 
tenaga kerja 
yang di terima 
oleh 
perusahaan 

             8 kali   8 kali   8 kali  24 kali  

2 1 17 2 Sosialisasi 
peraturan 
perundang-
undangan 
tentang Tenaga 
Kerja Asing 
(TKA) 

Jumlah 
perusahaan 
yang 
mempekerjakan 
TKA 

             19 
perusahaan  

36,000,000  19 
perusahaan  

43,200,000  19 
perusahaan  

51,840,000  57 
perusahaan  

131,040,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Penem
patan 

Tenaga 
Kerja 

2 1 17 3 Sosialisasi 
Peraturan 
Perundang-
undangan 
tentang 
pelaksanaan 
CTKI bekerja di 
luar negeri 

Jumlah 
peserta yang 
mengikuti 
Sosialisasi 
Peraturan 
Perundang-
undangan 
tentang 
pelaksanaan 
CTKI bekerja 
di luar negeri 

             50 orang  36,000,000  50 orang  43,200,000  50 orang  51,840,000 150 orang  131,040,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Perlind
ungan 

Tenaga 
Kerja 
luar 

Negeri 
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2 1 17 4 

Fasilitasi Pekerja 
Migran Indonesia 
(PMI) dan 
Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) 
Purna 

Jumlah 
Pekerja 
Migran 
Indonesia 
(PMI) 
bermasalah 
yang 
mendapat 
perlindungan 
pemulangan 

            40 orang 

210,000,000 

60 orang 

252,000,000 

70 orang 

302,400,000 

170 orang 

764,400,000 

Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Perlind
ungan 

Tenaga 
Kerja 
luar 

Negeri 

      

Jumlah 
Pekerja 
Migran 
Indonesia 
(PMI) yang 
mendapat 
pelayanan 
online, 
bimbingan 
dan pelatihan 
(vokasi) 

            200 orang 200 orang 200 orang 600 orang Kab. 
Lamongan 

      

Jumlah 
Pekerja 
Migran 
Indonesia 
(PMI) Purna 
dan keluarga 
Pekerja 
Migran 
Indonesia 
(PMI) yang 
diberdayakan 

            40 orang 60 orang 70  orang 170 orang Kab. 
Lamongan 

   

     

Jumlah 
keluarga 
Pekerja 
Migran 
Indonesia 
(PMI) legal 
yang 
meninggal/ 
kecelakaan 
kerja di luar 
negeri yang 
mendapat 
bantuan 

       

 

15 
keluarga 

48,000,000 15 
keluarga 

57,600,000 30 
keluarga 

105,600,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Perlind
ungan 

Tenaga 
Kerja 
luar 

Negeri 

      

2 1 17 5 Bantuan pada 
Keluarga Pekerja 
Migran Indonesia 
(PMI) Legal yang 
Meninggal/ 
Kecelakaan Kerja 
di Luar Negeri 

Jumlah 
keluarga 
Pekerja 
Migran 
Indonesia 
(PMI) legal 
yang 
meninggal/ 
kecelakaan 
kerja di luar 
negeri yang 
mendapat 
bantuan 

            9 keluarga 40,000,000     9 keluarga 40,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Perlind
ungan 

Tenaga 
Kerja 
luar 

Negeri 
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2 1 15 
 

  Program 
Perlindungan  
Pengembangan 
Lembaga 
Ketenagakerjaan 

% 
Penyelesaian 
perselisihan 
hubungan 
industrial  

    100% 175,000,000 100%         
375,000,000  

           100% 550,000,000 Kab. 
Lamongan 

KABBID 
HUBUNGAN 
INDUSTRIAL 

DAN 
JAMINAN 
SOSIAL 
TENAGA 
KERJA 

  

P
er

se
n

ta
se

 P
en

ye
le

sa
ia

n
 P

er
se

lis
ih

an
 

K
er

ja
 

          % 
Penyelesaian 
perselisihan 
hubungan 
industrial 
melalui 
tripartit 

            100% 410,000,000 100% 822,000,000 100% 986,400,000 100% 2,218,400,000 Kab. 
Lamonga
n 
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                                        Kab. 
Lamongan 
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2 1 15 1 

Penyusunan, 
penetapan dan 
pengusulan upah 
minimum 
kabupaten (UMK) 
Lamongan 

Jumlah 
pembahasan  
UMK 

            2 kali 

          
125,000,000  

2 kali 

150,000,000 

2 kali 

180,000,000 

6 kali 

455,000,000 

Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Pengupah

an dan 
Jaminan 
Sosial 

Tenaga 
Kerja       

Jumlah 
peserta 
sosialisasi 
UMK 

            100 peru-
sahaan 

100 peru-
sahaan 

100 peru-
sahaan 

300 peru-
sahaan 

   

     

Jumlah 
peserta 
bimbingan 
teknis 
struktural dan 
skala upah 

       

 

30 
perusahaan 

80,000,000 30 
perusahaan 

96,000,000 60 
perusahaan 

176.000.000  

 

      

2 1 15 2 Koordinasi 
Lembaga Kerja 
Sama Tripartit 
(LKS-Tripartit)  

Jumlah 
perusahaan 
yang 
mendapatkan 
pembinaan/ 
penyuluhan 

            40 peru-
sahaan 

80,000,000 40 peru-
sahaan 

96,000,000 40 peru-
sahaan 

115,200,000 
 

120 peru-
sahaan 

291,200,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Persyar

atan 
Kerja 

   

     Jumlah 
pelaksanaan 
peringatan 
hari buruh 
Tahun 2020 

        1 kali 200,000,000 1 kali 240,000,000 2 kali 440,000,000   

      

2 1 15 3 Fasilitasi 
penyelesaian 
prosedur 
perselisihan 
hubungan 
industrial 

Jumlah 
penyelesaian 
perselisihan 
hubungan 
industrial 

            10 perseli- 
sihan 

60,000,000 10 perseli- 
sihan 

72,000,000 10 perseli- 
sihan 

86,400,000 30  perseli- 
sihan 

218,400,000 Kab. 
Lamongan Kasi 

Penyel
esaian 

Perselis
ihan 

Hubung
an 

Industri
al 

   

     Jumlah 
perusahaan 
yang 
dimonitoring 

        20 
perusahaan 

50,000,000 20 
perusahaan 

60,000,000 40 
perusahaan 

110,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Penyel
esaian 

Perselis
ihan 

Hubung
an 

Industri
al 

      

2 1 1
7 

2 Pembahasan 
penetapan dan 
pengusulan upah 
minimum 
kabupaten (UMK) 
Lamongan 

Jumlah 
pembahasan  
UMK 

    2 kali 35,000,000                 2 kali 35,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Pengup

ahan 
dan 

Jamina
n Sosial 
Tenaga 
Kerja 
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2 1 17 2 

Pembahasan 
penetapan dan 
pengusulan Upah 
Minimum 
Kabupaten 
(UMK) 
Lamongan 

Jumlah 
pembahasan  
UMK 

        2 kali 

           
85,000,000  

            2 kali 

85,000,000 
Kab. 

Lamongan 

Kasi 
Pengup

ahan 
dan 

Jamina
n Sosial 
Tenaga 
Kerja 

      

Jumlah 
peserta 
pembahasan 
UMK 

        20 
orang 

            20 orang 

      

2 1 17 9 

Koordinasi 
Lembaga Kerja 
Sama Tripartit 
(LKS-Tripartit) 

Terhadap Kondisi 
Ketenagakerjaan 
Kab. Lamongan 

Jumlah 
perusahaan 
yang 
mendapatkan 
pembinaan/ 
penyuluhan 

    40 
peru-

sahaan 

25,000,000 40 
peru-

sahaan 

           
50,000,000  

            80 peru-
sahaan 

75,000,000 
Kab. 

Lamongan 

Kasi 
Persyar

atan 
Kerja 

      

Jumlah 
Pelaksanaan 
Peringatan 
hari buruh 

        1 kali             1 kali 

      

2 1 17 13 

Sosialisasi dan 
Fasilitasi 
penyelesaian 
prosedur 
perselisihan 
hubungan 
industrial 

Jumlah 
penyelesaian 
perselisihan 
Hubungan 
Industrial 

    10 
kali/10 
perse-
lisihan 

40,000,000 

10 
kali/10 
perse-
lisihan 

           
65,000,000  

            20 kali/20 
perselisihan 

105,000,000 

Kab. 
Lamongan Kasi 

Penyel
esaian 
Hubung

an 
Industri

al 
  

      

Jumlah 
peserta 
sosialisasi 

      20 
peru-

sahaan 

            20 peru-
sahaan 

  

      

2 1 17 13 Sosialisasi 
peraturan 
perundang-
undangan 
tentang tata cara 
penggunaan 
tenaga kerja 
asing (TKA) 

Jumlah 
perusahaan 
yang 
mendapatkan 
sosialisasi 
perundang-
undangan 

    30 
peru-

sahaan  

30,000,000                 30 peru-
sahaan  

30,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Penyel
esaian 
Hubung

an 
Industri

al 

      

2 1 15 4 Pembinaan 
kepesertaan 
jaminan sosial 
(BPJS) di 
perusahaan 

Jumlah 
perusahaan 
yang 
mendapatkan 
pembinaan 
BPJS 

    30 
peru-

sahaan 

30,000,000 30 
peru-

sahaan  

           
45,000,000  

30 peru-
sahaan  

45,000,000     90 peru-
sahaan  

120,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Pengup

ahan 
dan 

Jamina
n Sosial 
Tenaga 
Kerja 

      

2 1 15 5 Sinergitas 
hubungan 
industrial dan 
jaminan sosial 
tenaga kerja 

Jumlah 
perusahaan 
yang didata 
yang telah 
mengikutkan 
karyawannya 
sebagai 
peserta BPJS 

    30 
peru-

sahaan 

30,000,000 30 
peru-

sahaan  

           
40,000,000  

30 peru-
sahaan  

45,000,000 30 peru-
sahaan  

54,000,000 30 peru-
sahaan  

64,800,000 150 Peru-
sahaan 

233,800,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Persyar

atan 
Kerja 

  

 

     Jumlah 
perusahaan 
yang 
mendapatkan 
pembinaan 
BPJS 

        30 peru-
sahaan 

54,000,000 30 peru-
sahaan 

64,800,000 60 peru-
sahaan 

118,800,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Persyar

atan 
Kerja 
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2 1 17 20 Sosialisasi 
pelaksanaan 
UMK 

Jumlah 
perusahaan 
yang 
mendapatkan 
sosialisasi 
tentang UMK 

    100 
peru-

sahaan  

20,000,000 100 
peru-

sahaan  

           
40,000,000  

            200 peru-
sahaan  

60,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Pengup

ahan 
dan 

Jamina
n Sosial 
Tenaga 
Kerja 

      

2 1 15 6 Penyuluhan 
pembuatan 
PP/PKB 
(Peraturan 
Perusahaan/ 
Perjanjian  Kerja 
Bersama) dan 
pembentukan 
LKS (lembaga 
kerjasama) 
bipartit di 
perusahaan 

Jumlah 
Perusahaan 
yang di 
berikan 
penyuluhan 
pembuatan 
PP/PKB 

        50 
peru-

sahaan 

           
50,000,000  

50 peru-
sahaan 

55,000,000 50 peru-
sahaan 

66,000,000 50 peru-
sahaan 

79,200,000 200 peru-
sahaan 

250,200,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Penyel
esaian 
Hubung

an 
Industri

al 

      

2 1 18   Program 
perencanaan, 
penelitian dan 
pengembangan 
ketenagakerjaan 

Jumlah 
wirausaha 
ekonomi 
produktif 
yang 
mendapat 
pembinaan 
dan eks 
siswa BLK 
yang magang 
di 
perusahaan 

    20 
Wira-

usaha 
96 

Siswa 
Eks 

BLK 

150,000,000 20 Wira-
usaha 96 

Siswa 
Eks BLK 

        
584,000,000  

            40 Wira-
usaha 192 
Siswa Eks 

BLK 

734,000,000 Kab. 
Lamongan 

KABBID 
INFORM

ASI 
PASAR 
KERJA 

DAN 
PENINGK

ATAN 
PRODUK
TIVITAS 

      

2 1 18 1 Perencanaan, 
penelitian, 
penempatan 
tenaga kerja dan 
pengolahan 
informasi pasar 
kerja 

Jumlah calon 
tenaga kerja 
yang 
menerima 
informasi 
pasar kerja 

    1200 
orang 

20,000,000                 1200 
orang 

20,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Penguk

uran 
dan 

Analisa 
Produkt

ivitas 

      

2 1 18 2 Penyebarluasan 
informasi 
lowongan kerja 
dalam negeri dan 
luar negeri 

Jumlah calon 
tenaga kerja 
yang 
mendapatkan 
informasi 
lowongan 
kerja 

    1000 
orang 

30,000,000                 1000 
orang 

30,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Informa

si 
Pasar 
Kerja 

      

          Jumlah 
Aplikasi 
Website 
Pasar Kerja 
dan Media 
Promosi 
Informasi 
Pasar Kerja 

        1 
Aplikasi 
Websit

e, 
1.500 

lembar 
leaflet, 
1.500 

lembar 
poster 

           
35,000,000  

            1 Aplikasi 
Website, 

1.500 
lembar 
leaflet, 
1.500 

lembar 
poster 

             
35,000,000  

Kab. 
Lamongan 
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2 1 18 3 Pengembangan 
ekonomi 
produktif 
berbasis 
masyarakat 

Jumlah 
masyarakat 
ekonomi 
produktif yang 
mendapatkan 
pembinaan 

    20 
wirausaha 

50,000,000 10 
perusa

haan 
kecil 

           
55,000,000  

            20 
wirausaha 

105,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Konsult

asi 
Produkt

ivitas 

      

2 1 18 5 Pendampingan 
magang kerja 
EKS siswa BLK 

Jumlah EKS 
siswa BLK 
yang magang 
di perusahaan 

    96 
orang 

50,000,000 96 
orang 

           
60,000,000  

            192 orang 110,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Penguk

uran 
dan 

Analisa 
Produkt

ivitas 

      

2 1 18 6 Pelaksanaan 
Bursa Kerja 
Khusus SMK 

Jumlah 
peserta yang 
mengikuti 
Bursa Kerja 
Khusus yang 
diadakan 
SMK 

        500 
alumni 
SMK 

           
35,000,000  

            500 alumni 
SMK 

35,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Informa

si 
Pasar 
Kerja 

      

2 1 18 7 Pelayanan 
penempatan 
tenaga kerja dan 
perluasan 
kesempatan 
kerja bagi 
pencari kerja 
melalui 
penyelenggaraan 
pameran 
kesempatan 
kerja (Job Fair) 

Jumlah 
Pencari  kerja 
bertemu 
dengan 
pemberi kerja 
sesuai 
dengan 
pendidikan 
dan 
keahliannya/ 
Bursa Kerja 
(JMF) 

         3.000 
pencak
er  

        
259,000,000  

             3.000 
pencaker  

259,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Informa

si 
Pasar 
Kerja 

      

2 1 18 8 Bimbingan 
konsultasi 
managerial dan 
monev Siswa 
Eks BLK 

Jumlah siswa 
Eks BLK yang 
mendapatkan 
Bimbingan 
Managerial 
dan Monev 

        25 
Siswa 
Eks 
BLK 

           
45,000,000  

            25 Siswa 
Eks BLK 

45,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Konsult

asi 
Produkt

ivitas 

      

2 1 18 9 Bimbingan dan 
Monev 
Peningkatan 
Produktivitas 
SDM dalam 
Perusahaan 

Jumlah SDM 
Perusahaan 
yang 
mendapatkan 
Bimbingan 5R 
(RAJIN, 
RAWAT, 
RAPI, RESIK 
DAN 
RINGKAS) 
dan Monev. 

        25 
Peserta  

           
45,000,000  

            25 Peserta  45,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Konsult

asi 
Produkt

ivitas 

      

2 1 18 10 Pengukuran 
produktifitas 
individu tenaga 
kerja perusahaan 

Jumlah SDM 
Perusahaan 
yang dilatih di 
bidang 
Produktivitas 

        7 
perusahaan 
kecil 

           
50,000,000  

            7 
perusahaan 
kecil 

50,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Penguk

uran 
dan 

Analisa 
Produkt

ivitas 
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2 1 18   

Program 
Pengelolaan 
Informasi Pasar 
Kerja dan 
Peningkatan 
Produktivitas 
Tenaga Kerja 

Jumlah 
informasi 
pasar kerja 
yang 
terdistribusik
an 

            2.500 
Loker 

Formal  

667,000,000 2.700 
Loker 

Formal  

1,020,000,000  2.900 
Loker 

Formal  

1,224,000,000 8.100 
Loker 

Formal  

2,911,000,000 Kab. 
Lamongan 

KABBID 
INFORM

ASI 
PASAR 
KERJA 

DAN 
PENINGK

ATAN 
PRODUK
TIVITAS 

2 1 18 1 

Penyebarluasan 
informasi 
lowongan kerja 
dalam negeri dan 
luar negeri 

Jumlah Media 
Promosi 
Informasi 
Pasar Kerja 

      

      

 1.500 
lembar 
poster  

82,000,000 4.000 
lembar 
Poster, 

liflet dan 
langganan 

speedy/ 
internet 

70,000,000  4.000 
lembar 
Poster, 

liflet dan 
langganan 

speedy/ 
internet 

84,000,000 9.500 
lembar 
Poster, 

liflet dan 
langganan 

speedy/ 
internet 

236,000,000 Kab. 
Lamongan 
Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Informa

si 
Pasar 
Kerja 
Kasi 

Informa
si 

Pasar 
Kerja 

Jumlah 
pengembanga
n website info 
kerja 

      

      

    1 website 30,000,000 1 website 36,000,000 1 website 66,000,000 

     

Jumlah 
pelayanan 
yang 
mendapatkan 
standarisasi 
ISO 9001 

   

   

  Pelayanan 
Kartu 

Pencari 
Kerja/AK-1 

85,000,000 Pelayanan 
Kartu 

Pencari 
Kerja/AK-1 

102,000,000 Pelayanan 
Kartu 

Pencari 
Kerja/AK-1 

187,000,000 

2 1 18 2 

Pelayanan 
penempatan 
tenaga kerja dan 
perluasan 
kesempatan 
kerja bagi 
pencari kerja 
melalui 
penyelenggaraan 
pameran 
kesempatan 
kerja (Job Fair)   
(cukai) 

Jumlah 
peserta yang 
mengikuti 
Bursa Kerja 
Khusus yang 
diadakan 
SMK 

            500 alumni 
SMK 

300,000,000 

500 alumni 
SMK 

395,000,000 

500 alumni 
SMK 

474,000,000 

1.500 
alumni 

SMK 

1,169,000,000 

Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Informa

si 
Pasar 
Kerja 

      

Jumlah 
pencari kerja 
bertemu 
dengan 
pemberi kerja 
sesuai 
dengan 
pendidikan 
dan 
keahliannya/ 
Bursa Kerja 
(JMF) 

             3.000 
pencaker  

3.100 
pencaker  

3.200 
pencaker  

9.300  
pencaker  

Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Informa

si 
Pasar 
Kerja 

   

     

Jumlah 
personil SMK 
yang 
mengikuti 
bimtek 

       

 

30 personil 
SMK yang 

mempunyai 
BKK 

60,000,000 

30 personil 
SMK yang 

mempunyai 
BKK 

72,000,000 

30 personil 
SMK yang 

mempunyai 
BKK 

132,000,000 
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2 1 18 3 Bimbingan 
Teknis Personil 
SMK yang 
Mempunyai 
Bursa Kerja 
Khusus (BKK) 

Jumlah 
personil SMK 
yang 
mengikuti 
bimtek 

            30 personil 
SMK yang 

mempunyai 
BKK 

45,000,000     30 personil 
SMK yang 

mempunya
i BKK 

45,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Informa

si 
Pasar 
Kerja 

      

2 1 18 5 Bimbingan 
Konsultasi 
Managerial dan 
monev siswa eks 
BLK 

Jumlah Siswa 
Eks BLK yang 
mendapatkan 
Bimbingan 
Managerial 
dan MONEV 

            25 Siswa 
Eks BLK 

45,000,000 25 Siswa 
Eks BLK 

54,000,00
0 

25 Siswa 
Eks BLK 

64,800,000 75 Siswa 
Eks BLK 

163,800,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Konsult

asi 
Produkt

ivitas 

   

     Jumlah usaha 
ekonomi 
produktif yang 
mendapatkan 
pembinaan 

        10 
perusahaan 

kecil 

60,000,000 10 
perusahaan 

kecil 

72,000,000 20 
perusahaan 

kecil 

177,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Konsult

asi 
Produkt

ivitas 

      

2 1 18 6 Bimbingan dan 
Monev 
Peningkatan 
Produktivitas 
SDM dalam 
Perusahaan 

Jumlah SDM 
Perusahaan 
yang 
mendapatkan 
Bimbingan 5R 
(RAJIN, 
RAWAT, 
RAPI, RESIK 
DAN 
RINGKAS) 
dan Monev. 

             25 orang 35,000,000  25 orang 60,000,000  25 orang 72,000,000 75 orang 167,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Konsult

asi 
Produkt

ivitas 

      

2 1 18 7 

Pengukuran 
produktivitas 
individu tenaga 
kerja perusahaan 
dan monitoring 

Jumlah 
perusahaan 
yang 
dimonitoring 
dan diberikan 
pelatihan 
dibidang 
produktivitas  

            7 
perusahaan 

kecil 

100,000,000 

 

 

 

 

7 
perusahaan 

kecil 

100,000,000 

Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Penguk

uran 
dan 

Analisa 
Produkt

ivitas 

      

Jumlah usaha 
ekonomi 
produktif yang 
mendapatkan 
pembinaan 

            10 
perusahaan 

kecil 

  10 
perusahaan 

kecil 

Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Konsult

asi 
Produkt

ivitas 

   

2 1 18 7 

Pengukuran 
produktivitas 
individu tenaga 
kerja perusahaan 
dan monitoring 

Jumlah 
perusahaan 
yang 
dimonitoring 
dan diberikan 
pelatihan 
dibidang 
produktivitas  

       

 

7 
perusahaan 

kecil 

60,000,000 7 
perusahaan 

kecil 

72,000,000 14 
perusahaan 

kecil 

132,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Penguk
uran 
dan 
Analisa 
Produkt
ivitas 

   

     

Jumlah 
tenaga kerja 
yang 
meningkat 
produktivitasn
ya 

       

 

25 tenaga 
kerja 

60,000,000 25 tenaga 
kerja 

72,000,000 50 tenaga 
kerja 

132,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Penguk
uran 
dan 
Analisa 
Produkt
ivitas 
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2 1 18 8 Pendampingan 
Magang Kerja 
eks Siswa BLK 

Jumlah eks 
siswa BLK 
yang magang 
di perusahaan 

             96 orang  60,000,000  96 orang  80,000,000  96 orang  96,000,000 288 orang  236,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Penguk

uran 
dan 

Analisa 
Produkt

ivitas 

      

3 8     TRANSMIGRASI                                          
-  

                           
-  

                           
-  

        

M
e

n
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g
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 p
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u

d
uk
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3 8 15   Program 
Transmigrasi 
Regional 

Jumlah 
Transmigran 
yang 
Mendapatkan 
Penyuluhan 
dan 
Pelatihan 

    135 KK 190,000,000 135 KK         
303,000,000  

            270 KK 493,000,000 Kab. 
Lamongan 

KABBI
D 

PENEM
PATAN 
TENAG

A 
KERJA 

DAN 
PERLU

ASN 
KESEM
PATAN 
KERJA 

          Persentase 
Transmigran 
yang Berhasil 
Meningkatkan 
Taraf Ekonomi 
dan Sosialnya 

            60.98% 335,000,000 61.36% 402,000,000 61.70% 482,400,000 61.70% 1,219,400,000   

3 8 17 1 Penyuluhan 
Transmigrasi 
Regional 

Jumlah calon 
transmigrasi 
yang 
mendapatkan 
penyuluhan 

    20 KK 100,000,000                 20 KK 100,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Penge
mbang

an, 
Perluas

an 
Kesem
patan 
Kerja 
dan 

Transm
igrasi 

3 8 15 1 Pelatihan 
Transmigrasi 
Regional 

Jumlah calon 
transmigran 
yang 
mendapatkan 
pelatihan 

    20 KK 40,000,000 20 KK            
48,000,000  

20 KK 50,000,000 20 KK 60,000,000 20 KK 72,000,000 100 KK 270,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Penge
mbang

an, 
Perluas

an 
Kesem
patan 
Kerja 
dan 

Transm
igrasi 

3 8 15 2 
Penempatan dan 
pemberangkatan 
transmigrasi 

Jumlah 
kunjungan 
kerja sama 
antar daerah 
penempatan 
transmigrasi 

            2 lokasi  

285,000,000 

2 lokasi  

342,000,000 

2 lokasi  

410,400,000 

6 lokasi  

1,037,400,000 

Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Penge
mbang

an, 
Perluas

an 
Kesem
patan 
Kerja 
dan 

Transm
igrasi 

Jumlah 
Transmigran 
yang 
diberangkatkan 

            10 KK 10 KK 10 KK 30 KK 
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3 8 17 3 Kunjungan 
Kerjasama 
Penempatan 
Transmigrasi 

Jumlah 
kunjungan 
kerjasama 
antar daerah 
penempatan 
transmigrasi 

    3 lokasi 50,000,000 2 lokasi          
160,000,000  

            5 lokasi  210,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Penge
mbang

an, 
Perluas

an 
Kesem
patan 
Kerja 
dan 

Transm
igrasi 

3 8 17 4 Pemberangkatan 
Transmigrasi 
Regional 

Jumlah 
Transmigran 
yang 
diberangkatkan 

        10 KK            
95,000,000  

            10 KK 95,000,000 Kab. 
Lamongan 

Kasi 
Penge
mbang

an, 
Perluas

an 
Kesem
patan 
Kerja 
dan 

Transm
igrasi 

      
1 4     PERUMAHAN                               Kab. 

Lamongan 
  

      

1 1
4 

    URUSAN 
KETENAGAKER
JAAN 

                              Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 1   PROGRAM 
PELAYANAN 
ADMINISTRASI 
PERKANTORAN 

    738,132,000                       738,132,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 1 1 Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Peningkatan 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

12 
bulan 

2,000,000                     12 bulan 2,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 1 2 Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik 

Peningkatan 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

12 
bulan 

303,800,000                     12 bulan 303,800,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 1 3 Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Peningkatan 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

12 
bulan 

10,000,000                     12 bulan 10,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 1 6 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan dan 
Perijinan 
Kendaraan 
Dinas/Operasional 

Peningkatan 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

12 
bulan 

10,000,000                     12 bulan 10,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 1 8 Penyediaan Jasa 
Kebersihan 
Kantor 

Peningkatan 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

10 
Orang 

84,500,000                     10 Orang 84,500,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 1 10 Penyediaan Alat 
Tulis Kantor 

Peningkatan 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

12 
bulan 

50,000,000                     12 bulan 50,000,000 Kab. 
Lamongan 
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1 14 1 11 Penyediaan 
Barang Cetakan 
dan 
Penggandaan 

Peningkatan 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

12 
bulan 

30,000,000                     12 bulan 30,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 1 12 Penyediaan 
Komponen 
Instalasi Listrik 
/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Peningkatan 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

12 
bulan 

31,000,000                     12 bulan 31,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 1 13 Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Peningkatan 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

12 
bulan 

11,000,000                     12 bulan 11,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 1 15 Penyediaan 
Bahan Bacaan 
dan Peraturan 
Perundang-
undangan 

Peningkatan 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

12 
bulan 

5,000,000                     12 bulan 5,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 1 17 Penyediaan 
Makanan dan 
Minuman 

Peningkatan 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

12 
bulan 

20,000,000                     12 bulan 20,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 1 18 Rapat-rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi Ke 
Luar Daerah 

Peningkatan 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

12 
bulan 

70,000,000                     12 bulan 70,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 1 19 Penyediaan Jasa 
Tenaga 
Administrasi / 
Teknis Kegiatan, 
Tenaga Honorer / 
Kontrak 

Peningkatan 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

13 
bulan 

110,832,000                     13 bulan 110,832,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 2  PROGRAM 
PENINGKATAN 
SARANA DAN 
PRASARANA 
APARATUR 

    7,910,000,000                       7,910,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 2 3 Pembangunan 
Gedung Kantor 

Peningkatan 
Kwantitas 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

1 Paket 7,500,000,000                     1 Paket 7,500,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 2 9 Pengadaan 
Peralatan 
Gedung Kantor 

Peningkatan 
Kwantitas 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

CCTV, 
Hard 
disk, 

printer 

50,000,000                     CCTV, 
Hard disk, 

printer 

50,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 2 10 Pengadaan 
Meubelair Kantor 

Peningkatan 
Kwantitas 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

Kursi, 
Lemari, 
Lemari 
Kunci 

30,000,000                     Kursi, 
Lemari, 
Lemari 
Kunci 

30,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 2 22 Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Gedung Kantor 

Peningkatan 
Kwantitas 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

1 Paket 50,000,000                     1 Paket 50,000,000 Kab. 
Lamongan 
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1 14 2 23 Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Mobil Jabatan 

Peningkatan 
Kwantitas 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

1 Unit 50,000,000                     1 Unit 50,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 2 24 Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Kendaraan 
Dinas/Operasional 

Peningkatan 
Kwantitas 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

12 
Bulan 

25,000,000                     12 Bulan 25,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 2 28 Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Peralatan 
Gedung Kantor 

Peningkatan 
Kwantitas 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

12 
Bulan 

5,000,000                     12 Bulan 5,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 2 42 Rehabilitasi 
Sedang/Berat 
Gedung Kantor 

Peningkatan 
Kwantitas 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

1 Paket 200,000,000                     1 Paket 200,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 3  PROGRAM 
PENINGKATAN 
DISIPLIN 
APARATUR 

    22,500,000                       22,500,000 Kab. 
Lamongan 

  

      
1 14 3 5 Pengadaan 

Pakaian Khusus 
Hari-hari Tertentu 

Meningkatnya 
disiplin 
pegawai 

67 
Potong 

22,500,000                     67 Potong 22,500,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 5   PROGRAM 
PENINGKATAN 
KAPASITAS  
SUMBER DAYA 
APARATUR 

    5,500,000                       5,500,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 5 3 Bimbingan 
Teknis 
Implementasi 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Peningkatan 
Sumber Daya 
Aparatur 

2 
Kegiatan 

5,500,000                     2 Kegiatan 5,500,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 6   PROGRAM 
PENINGKATAN 
PENGEMBANG
AN SISTEM 
PELAPORAN 
CAPAIAN 
KINERJA DAN 
KEUANGAN 

    50,000,000                       50,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 6 1 Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Peningkatan 
Pengembang
an Sistem 
Pelaporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Keuangan 

12 
Buku 

5,000,000                     12 Buku 5,000,000 Kab. 
Lamongan 
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1 14 6 2 Penyusunan 
Pelaporan 
Keuangan 
Semesteran 

Peningkatan 
Pengembang
an Sistem 
Pelaporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Keuangan 

1 Buku 5,000,000                     1 Buku 5,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 6 4 Penyusunan 
Pelaporan 
Keuangan Akhir 
Tahun 

Peningkatan 
Pengembang
an Sistem 
Pelaporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Keuangan 

3 Buku 5,000,000                     3 Buku 5,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 6 6 Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
dan Evaluasi 

Peningkatan 
Pengembang
an Sistem 
Pelaporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Keuangan 

5 Buku 25,000,000                     5 Buku 25,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 6 7 Penyusunan 
Standart 
Pelayanan 
Minimal (SPM) 

Peningkatan 
Pengembang
an Sistem 
Pelaporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Keuangan 

2 Buku 10,000,000                     2 Buku 10,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 15  PROGRAM 
PENINGKATAN 
KUALITAS DAN 
PRODUKTIVITA
S TENAGA 
KERJA 

    11,347,000,000                       11,347,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 15 10 Pembinaan 
Kemampuan dan 
Ketrampilan 
Kerja Masyarakat 
di Lingkungan 
Hasil Industri 
Hasil Tembakau 
dan Daerah 
Penghasil Bahan 
Baku 

Terlaksanany
a Pelatihan 
bagi Pencari 
Kerja 

16 Keg. 
Pelatih

an 

1,347,000,000                     16 Keg. 
Pelatihan 

1,347,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 15 14 Penguatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Kelembagaan 
Pelatihan bagi 
Tenaga Kerja 
Industri Hasil 
Temabakau 

Meningkatnya 
Lembaga 
Karang 
Taruna 

1 Paket 10,000,000,000                     1 Paket 10,000,000,000 Kab. 
Lamongan 
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1 14 16  PROGRAM 
PENINGKATAN 
KESEMPATAN 
KERJA 

    150,000,000                       150,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 16 2 Penyebarluasan 
Informasi Bursa 
Tenaga Kerja 

Terlaksananya 
Bursa Tenaga 
Kerja 

2 Paket 150,000,000                     2 Paket 150,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 17  PROGRAM 
PERLINDUNGA
N DAN  
PENGEMBANG
AN LEMBAGA 
KETENAGAKER
JAAN 

    220,000,000                       220,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 17 2 Pembahasan 
Penetapan dan 
Pengusulan 
Upah Minimum 
Kabupaten 
(UMK) 
Lamongan Tahun 
2017 

Terlaksanany
a Survey KHL 
dan 
Pembahasan 
UMK 

2 Kali 30,000,000                     2 Kali 30,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 17 3 Fasilitasi 
Penyelesaian 
Prosedur 
Pemberian 
Perlindungan 
Hukum dan 
Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja 

Terlaksanany
a fasilitasi 
penyelesaian 
proseddur  
pemberian 
hukum dan 
jamsostek 

10 Kali 30,000,000                     10 Kali 30,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 17 9 Koordinasi 
Lembaga Kerja 
Sama Tripartit 
(LKS- Tripartit) 
terhadap kondisi 
ketenagakerjaan 
Kabupaten 
Lamongan 

Tercapainya 
Hubungan  
Industrial 
yang 
Harmonis 
antara 
Pemerintah, 
Apindo 

1 kegiatan 25,000,000                     1 kegiatan 25,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 17 10 Pembinaan 
Terhadap 
Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja 

Terlaksanany
a Kegiatan 
Bulan K3 dan 
Tercapainya 
Penghargaan 
Zero Accident 

45 
Orang 

25,000,000                     45 Orang 25,000,000 Kab. 
Lamongan 
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1 14 17 11 Peningkatan 
Pengawasan, 
Perlindungan dan 
Penegakan 
Hukum 
Ketenagakerjaan  
(Pendataan 
Ulang 
Perusahaan di 
Kab.Lamongan 

Terlaksanaya 
Pendataan  
Perusahaan 

3 
Orang 

35,000,000                     3 Orang 35,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 17 12 Monitoring 
Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja 

Terjaminnya 
Keselamatan 
dan 
Kesehatan 
Kerja 

32 Kali 30,000,000                     32 Kali 30,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 17 13 Sosialisasi 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 
tentang Tata 
Cara 
Penggunaan 
Tenaga Kerja  
Asing (TKA) 

Terlaksanany
a Sosialisasi  
Peraturan 
Perundang-
undangan 
Penggunaan 
TKA 

22 
Orang 

25,000,000                     22 Orang 25,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

1 14 17 16 Penyebarluasan 
Berbagai 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 
Perlindungan 
Tenaga Kerja 

Terjaminnya 
keselamatan 
dan 
kesehatan 
kerja 

50 
Orang 

20,000,000                     50 Orang 20,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      
2 8     KETRANSMIGR

ASIAN 
                              Kab. 

Lamongan 
  

      

2 8 17   PROGRAM 
TRANSMIGRASI 
REGIONAL 

    220,960,000                       220,960,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

2  
8 

17 1 Penyuluhan 
Transmigrasi 
Regional 

Terlaksanany
a 
Pemberangka
tan 
Transmigrasi 

1 Paket 135,960,000                     1 Paket 135,960,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

2 8 17 2 Pelatihan 
Transmigrasi 
Regional 

Terselenggara
nya Pelatihan 
Ketrampilan 
Pertukangan 
Kayu bagi 
Calon 
Transmigran 

1 Paket 
(15 

Orang) 

35,000,000                     1 Paket 
(15 Orang) 

35,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

      

2 8 17 3 Kunjungan 
Transmigrasi 
Regional 

Terlaksanany
a Kerja Sama 
Antar Daerah 
Penempatan 
Transmigrasi 

1 Paket 
(3 

Lokasi) 

50,000,000                     1 Paket (3 
Lokasi) 

50,000,000 Kab. 
Lamongan 

  

Total 20,664,092,000 
 

4,631,329,600 
 

3,957,223,600 
 

4,852,743,600 
 

7,606,589,420 
 

9,127,907,304 
 

50,839,885,524 
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BAB VI 

INDIKATOR KINERJA OPD MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

 

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan yang 

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai  dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen 

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang ke dalam IKU RPJMD Kabupaten 

Lamongan Tahun 2016-2021. 

Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan yang mendukung visi, misi, tujuan 

dan sasaran RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 6.1 
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

URUSAN TENAGA KERJA 
 

Indikator 
Tujuan 
RPJMD 

2016-2021 

Indikator 
Sasaran 
RPJMD 

2016-2021 

SASARAN 

RUMUS 

  
KONDISI 

AWAL 
2015 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
KONDISI 
AKHIR URAIAN INDIKATOR 

KINERJA 

Ket. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Persentase 
Tingkat 
Pengangguran 
Terbuka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persentase 
Penduduk 
yang 
Bekerja 

Meningkatnya 
Perlindungan 
Pekerja 

Persentase 
Peningkatan 
Pekerja yang 
Mengikuti 
Program BPJS 
Ketenagakerjaan  

Jumlah Pekerja 
yang Mengikuti 
Program BPJS 

Ketenagakerjaan 
Tahun N - Tahun 

N-1 

x 100 % 0 0 3.98% 4.43% 4.82% 5.15% 5.42% 5.42% 

  Tahun N-1 

  Persentase 
Penyelesaian 
Perselisihan 
Kerja 

Jumlah 
Perselisihan Kerja 

yang Terselesaikan 
X 100 % 0 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%     Jumlah 

Perselisihan Kerja 
yang Ada  

  Meningkatnya 
Kesejahteraan 
Pekerja 

Persentase 
Peningkatan 
Pekerja yang 
Sudah Menerima 
Upah Minimum 
Kabupaten 
(UMK) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jumlah Tenaga 
Kerja yang 

Menerima Upah 
Minimum 

Kabupaten  (UMK)  
Tahun N - Tahun 

N-1 
x 100 % 0 0 1.41% 1.95% 2.18% 2.40% 2.87% 2.87%   Tahun N-1 
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Meningkatnya 
Penempatan 
Kerja 

 
Persentase 
Peningkatan 
Penempatan 
Kerja di Sektor 
Formal 

 
Jumlah Tenaga 

Kerja yang 
ditempatkan Tahun 

N - Tahun N-1 x 100 % 0 0 1.06% 1.12% 1.22% 1.28% 1.51% 1.51% 
  Tahun N-1 

  Terlaksananya 
Tugas Pokok 
dan Fungsi 
Dinas Tenaga 
Kerja 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

0 0 0 0 76 77 78 78 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan disusun sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan kegiatan organisasi dalam menghadapi tantangan masa sekarang maupun yang akan 

datang, dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal maupun eksternal yang terus berkembang 

seiring dengan perubahan yang sangat cepat pada era global saat ini. 

Sehubungan dengan itu, dokumen ini diharapkan mampu menumbuhkan kesatuan gerak dan 

langkah seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan. 

Untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan, maka seluruh personil Dinas 

Tenaga Kerja dari setiap level dituntut bekerja keras untuk ; 

1. Meningkatkan kemampuan personil, koordinasi dan kerjasama dalam mewujudkan hasil kerja yang 

lebih optimal. 

2. Responsif terhadap organisasi, dalam arti tidak hanya puas dengan tugas pokok dan fungsinya, tetapi 

juga memberikan kontribusi serta memiliki pandangan yang lebih luas dan jernih tentang berbagai 

aspek dalam lintas bidang dan organisasi. 

3. Bekerja secara proaktif didasari penelaahan secara mendalam dalam upaya menghindari kesalahan 

dalam menjalankan kegiatan organisasi. 

4. Mencermati berbagai peristiwa aktual kemudian melakukan analisis secara mendalam untuk 

mempersiapkan langkah-langkah ke depan. 

5. Menyatukan segala potensi yang ada dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bersama-sama 

menyelesaikan bidang tugas organisasi. 

6. Melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan sehingga dapat mencapai target yang 

telah ditetapkan. Akhirnya Semoga Renstra Dinas Tenaga Kerja dapat bermanfaat bagi semua pihak 

untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. 
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